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ABSTRAK 
Perkembangan kawasan perdagangan pada delinasi kawasan perdagangan kota 
Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Penetapan kawasan 
perdagangan dalam struktur ruang kota Makassar sebagai pusat kegiatan lokal 
(PKL) ataupun Pusat Kota menjadikan wilayah Kecamatan Wajo, Kecamatan 
Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanaya dan Tamalate sebagai 
wilayah produktif yang mampu membantu untuk peningkatan ekonomi wilayah. 
Penetapan ini berdasarkan kondisi realita yang ada pada penggunaan ataupun 
fungsi dari bangunan tersebut serta dari potensi yang dimiliki oleh wilayah 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah pergerseran struktur 
ruang kawasan perdagangan setelah perubahan fungsi pusat perdagangan dan 
perwujudan struktur ruang kawasan perdagangan di Kota Makassar. Metode 
penelitian ini menggunakan indikator penelitian yang meliputi 
perdagangan/lapangan pekerjaan, aksesibilitas serta pelayanan. Perumusan 
indikator didasarkan pada parameter kajian struktur ruang kawasan perdagangan 
di perkotaan yang di ambil dari beberapa literature yang ada. Teknik analisis yang 
digunakan adalah Deskriftif kuantitatif dan skalogram. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa perwujudan struktur ruang kawasan perdagangan di Kota 
Makassar memiliki type Multy Nodal yang berarti ketersediaan fasilitas-fasilitas 
baik pada sarana dan prasarana, infrastruktur dan aksesibilitas pada pusat dengan 
kriteria mampu melayani atau mencakupi untuk wilayah yang lainnya, adapun sub 
pusat ataupun sub-sub pusat merupakan wilayah yang memiliki nilai atau skoring 
dibawah dari nilai pusat sehingga hubungannya ke pusat secara langsung dan 
antar sub pusat saling terhubung dengan sub pusat lainnya. Namun, perlu adanya 
pengendalian, pemanfaatan serta pemantauan atau observasi secara langsung 
terhadap perkembangan struktur ruang kawasan perdagangan agar mudah untuk 
dikontrol dan dievaluasi. 
Kata Kunci : Pengembangan kawasan perdagangan, kawasan perdagangan, 
struktur ruang. 
xiii 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat 
dikatakan paling kompleks, karena perkembangannya dipengaruhi oleh 
aktivitas pengguna perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman dan tuntutan hidup. Kota, sebagai suatu proses yang dapat dilihat 
hasilnya dan perkembangannya lebih menonjol dibandingkan dengan kawasan 
luar kota, serta cenderung lebih menekankan pada segi ekonomi, dianggap 
sebagai hasil rekayasa manusia untuk memenuhi kehidupan ekonomi 
penggunanya. Selain itu, kota juga mempengaruhi kehidupan di segala bidang, 
yang berdampak pada timbulnya masalah masalah yang semakin kompleks 
yang memerlukan pemecahan (Mulyandari, 2010). Karena adanya 
pertumbuhan dan aktifitas ekonomi yang tinggi ini mengakibatkan sering 
terjadi masalah ketimpangan pertumbuhan antara kawasan kota, pinggiran 
kota maupun luar kota. 
Untuk dapat mengoptimalkan perkembangan kota, maka pemanfaatan 
ruang wilayah kota perlu diarahkan dalam rencana tata ruang kota yang terdiri 
dari struktur ruang dan pola ruang. Sesuai dengan Undang-Undang No.26 
tahun 2007 tentang penataan ruang tujuan dari penataan ruang dimaksudkan 
untuk mencapai kondisi aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 
2 
 
Salah satu aspek utama dalam perencanaan tata ruang adalah Struktur Tata 
Ruang. Penetapan dan arahan struktur ruang tersebut pada prinsipnya hanya 
digunakan untuk mengarahkan/ membentuk tata jenjang pusat-pusat 
pelayanan wilayah dan jaringan transportasi serta jaringan sarana dan 
prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat suatu pelayanan tersebut, 
sehimgga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan 
potensi suatu wilayah yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing 
wilayah itu sendiri. 
Dalam pandangan islam, Struktur tata ruang merupakan hal yang tidak 
dapat lagi terbantahkan dan telah diciptkan dan di atur oleh Allah SWT. Kata 
struktur dalam pandangan islam pada hakekatnya adalah pembagian unsur-
unsur yang memiliki fungsi dan peran serta keterkaitannya dengan unsur-
unsur lainnya sehingga mmbentuk suatu sistem yang kokoh untuk berjalannya 
kehidupan menurut sang pencipta. Dimana yang telah di jelaskan dalam surah 
An Naba/ 78:12, yaitu : 
            
Terjemahnya : 
“Dan Kami bangun struktur di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh” 
(QS. An Naba/ 78:12). 
 
Menurut tafsir Al - Misbah yang di percaya dalam kutipan ayat di atas 
mengatakan bahwa Ayat tersebut di atas menguraikan tentang langit serta 
manfaat yang di peroleh manusia dan penciptannya. Allah berfirman : Dan, 
disamping yang tersebut di atas, kami juga telah bangun di atas kamu tujuh 
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langit yang kukuh lagi mantap dan dapat bertahan selama mungkin sampai 
kami menetapkan kepunahaannya (Quraish Shihab 2002). 
Dengan seizin allah, mekkah akan tetap dalam perlindungannya, dan 
menjadi negeri aman dan tentram. Hal ini sebagai wujud Allah telah 
mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Dimana telah jelaskan dalam firman Allah 
surah Ibrahim/ 14:35, yaitu : 
                            
      
Terjemahnya : 
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini 
(Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari 
pada menyembah berhala-berhala” 
 
Menurut tafsir Al - Misbah yang di percaya dalam kutipan ayat di atas 
mengatakan bahwa  untuk menjadikan kota Mekkah dan sekitarnya sebagai 
kota yang aman adalah doa untuk menjadikan keamanan yang ada di sana 
berkesinambungan hingga akhir masa, atau menganugerahkan kepada 
penduduk dan pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman dan 
tentram (Quraish Shihab 2002). 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 
kelangsungan hidupnya. Ruang yang dimaksud tersebut adalah bagian dari 
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alam dengan memiliki keterbatasan atas sumberdaya yang dikandungnya 
maupun pemanfaatannya (Nursyam AS, 2013). 
Berdasarkan hal tersebut, bahwa ruang yang dimaksud adalah alam 
semesta. Ruang memiliki fungsi tertentu manakala terjadinya suatu aktivitas 
melalui pengelolaan yang dilakukan oleh manusia yang kemudian terbagi atas 
beberapa ruang yang disebut wilayah dengan batas fungsional tertentu untuk 
membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Didalam 
wilayah terjadi akselarasi berbagai aspek kehidupan dengan pertumbuhan dan 
perkembangan menurut potensi dan kondisinya. 
Kegiatan perencanaan, terlebih hal-hal yang terkait dengan perencanaan 
wilayah dan kota telah dijelaskan dalam Al Quran pada surah Ali Imran/ 3:83, 
yaitu: 
                     
             
Terjemahnya : 
“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal 
kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik 
dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka 
dikembalikan” (QS. Ali Imran/ 3:83). 
 
Menurut tafsir Al - Misbah yang di percaya dalam kutipan ayat di atas 
mengatakan bahwa  ketundukan dan ketaatan apa yang ada di langit dan bumi 
dengan suka hati, tampak antara lain dengan ketundukan hamba - hamba Nya 
yang taat walau diberi pilihan untuk taat atau tidak. Adapun ketundukan 
dengan terpaksa adalah yang terjadi dari makhluk - makhluk Nya yang tidak 
5 
 
diberi pilihan sehingga harus menerima apa yang di tetapkan - Nya (Quraish 
Shihab 2002). 
Pertambahan penduduk di perkotaan menyebabkan berkembangnya 
wilayah perkotaan yang berdampak terhadap perubahan struktur ruang. Ruang 
terbuka yang semula merupakan lahan pertanian, lahan konservasi alam, dan 
resapan air tanah, serta daerah sabuk hijau menjadi lahan aktivitas yang 
difungsikan untuk kegiatan industri, perdagangan, dan perumahan. 
Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung 
Pandang adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan 
kota metropolitan terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Makassar terletak di 
pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di 
sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten 
Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Luas wilayah 
kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan 
termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang 
lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 15 kecamatan 
dan memiliki 143 kelurahan. 
Permasalahan yang terjadi di kota-kota besar di negara yang sedang 
berkembang contohnya Kota Makassar adalah terjadinya perubahan struktur 
ruang yang cepat. Tiga elemen pembentuk struktur ruang adalah perdagangan, 
industri, dan perumahan. Ketiga elemen tersebut sangat erat kaitannya dengan 
struktur ruang, yaitu:  
1. Perdagangan umumnya memerlukan lokasi di pusat kota,  
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2. Industri memerlukan lokasi di pinggiran kota yang memiliki aksesibilitas 
tinggi untuk distribusi hasil produksi dan bahan dasar,  
3. Perumahan atau tempat tinggal memerlukan kenyamanan dalam arti yang 
luas, termasuk adanya kemudahan akses, ketenangan, jauh dari kebisingan, 
dan udara bersih. Bentuk perkotaan yang tercermin dalam struktur dan 
pola ruang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan sistem 
transportasi perkotaan karena keterkaitannya yang bersifat timbal balik. 
Sebagai contoh, keterkaitan antara transportasi dengan bentuk perkotaan 
dalam pengembangan kota yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak 
negatif terhadap pencemaran. Struktur berbagai kota meninggalkan model 
monosentris dan banyak aktivitas yang membangkitkan perjalanan telah 
menyebar dalam kelompok-kelompok di luar area CBD (Central Business 
District). Secara tradisional, kota yang monosentris telah menjadi model yang 
banyak digunakan untuk menganalisis pola tata ruang kota. Profil kepadatan 
menyediakan gambaran distribusi kepadatan berdasarkan jarak dari titik pusat, 
yang pada umumnya merupakan pusat CBD (Central Bussiness District). 
Dalam Rencana Struktur Ruang Kota Makassar yang tercantum dalam 
RTRW Kota Makassar menetapkan Kecamatan Wajo sebagai pusat kota 
Makassar yang mana lebih fokus kepada Pusat pelayanan kawasan 
perdagangan di kota Makassar lebih tepatnya berpusat di kawasan sentral yang 
berada di Kecamatan Wajo yang melayani kegiatan perdagangan dan bisnis 
dengan skala pelayanan untuk kawasan Kota Makassar dan sekitarnya. Namun 
seiring dengan perkembangan Kota Makassar yang berkembang sangat pesat, 
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kepadatan pembangunan membuat ruang di kawasan tersebut tidak mencukupi 
untuk melayani tingkat kebutuhan kota Makassar yang sangat tinggi, sebab 
saat ini Kota Makassar telah menjadi kota yang dapat melayani skala nasional. 
Realita tingkat kebutuhan yang tinggi dan kapasitas ruang di wilayah 
sentral yang terbatas mendorong adanya pembangunan pusat - pusat 
pelayanan yang mampu melayani tingkat kebutuhan masyarakat Kota 
Makassar dan Sekitarnya. Dengan adanya pusat - pusat pelayanan 
perdagangan yang baru tersebut persebaran pergerakan masyarakat Kota 
Makassar dan sekitarnya tidak berpusat lagi di wilayah sentral. Tetapi 
menyebar ke wilayah yang memiliki ruang yang masih dapat menampung 
pembangunan kawasan perdagangan yaitu, pada Kecamatan Wajo, 
Panakukang, Biringkanaya, Tamalate dan Tallo Kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diurakan diatas, maka masalah yang 
dapat dirumuskan adalah : 
1. Bagaimana arah pergeseran struktur ruang kawasan perdagangan setelah 
perubahaan fungsi pusat perdagangan Kota Makassar? 
2. Bagaimana perwujudan struktur ruang kawasan perdagangan di Kota 
Makassar? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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a. Mengetahui arah pergeseran struktur ruang kawasan perdagangan di 
Kota Makassar. 
b. Mengetahui perwujudan struktur ruang kawasan perdagangan di Kota 
Makassar. 
2. Manfaat penelitian 
Dari penelitian yang akan dilakukan maka, akan dapat menarik 
manfaat dari penelitian sebagai berikut : 
a. Menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan struktur 
ruang kawasan perdagangan di Kota Makassar. 
b. Sebagai referensi tentang penelitian struktur kawasan perdagangan 
bagi peneliti selanjutnya. 
D. Ruang Lingkup dan Batasan Studi 
1. Ruang lingkup pembahasan 
Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada 
acuan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang menetapkan kawasan 
perdagangan di Kota Makassar, mencakup arahaan pola ruang dan struktur 
ruang, serta arahaan pergeseran struktur ruang kawasan perdagangan dan 
wujud dari struktur ruang kawasan perdagangan di Kota Makassar. 
2. Batasan Studi 
Batasan studi dalam penelitian ini berada pada Kawasan delinasi 
yang terdapat pada kelurahan di Kecamatan Wajo, Panakukang, 
Biringkanaya, Tamalate dan Tallo Kota Makassar yang tercantum di 
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dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang ditetapkan sebagai 
kawasan perdagangan di Kota Makassar. 
E. Sistematika Pembahasan 
Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai 
dengan tingkat kebutuhan dan kegunaannya, sehingga semua aspek yang 
dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis dalam studi 
ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup, dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai pengertian struktur ruang, teori 
struktur ruang, bentuk dan model struktur ruang, pengertian pusat 
dan sub pusat pelayanan kota, dan faktor-faktor timbulnya pusat 
Pelayanan. 
BAB III :  METODOLOGI  PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
defenisi operasional, teknik analisis data dan kerangka Penelitian. 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang gambaran umum Kota Makassar, 
gambaran lokasi penelitian di Kecamatan Wajo, Panakukang, 
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Biringkanaya, Tamalate dan Tallo Kota Makassar, Arah 
Pergeseran dan Wujud Struktur Ruang Kota Makassar dengan 
menggunakan Analisis skalogram dan deskriptif kuantitatif. 
BAB V :  PENUTUP 
Bab ini membahas kesimpulan dan saran hasil penelitian.
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Struktur Ruang 
1. Pengertian Struktur Ruang 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan serta 
memelihara kelangsungan hidupnya. Struktur ruang adalah susunan pusat-
pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. 
Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang 
secara hirarki berhubungan fungsional (Geovani Jason J, 2015). Karena 
itu, menurut istilah geografi umum yang dimaksud dengan ruang (space) 
adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat 
hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Sedangkan menurut istilah 
geografi nasional bahwa ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai 
batasan geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau 
pemerintahaan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan 
tanah dibawahnya, serta lapisan udara diatasnya. Menurut Sumaatmadja, 
mengatakan bahwa wujud ruang di permukaan bumi berbentuk tiga 
dimensi, bentangnya berupa daratan dan perairan, sedangkan ke arah 
vertikal berupa lapisan, dalam ruang ini berlokasi benda hidup dan benda 
mati serta gejala-gejala yang satu sama lainnya berinteraksi. 
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Dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
dinyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang 
lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia 
dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta memelihara 
kelangsungan hidupnya. Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ruang daratan, 
ruang lautan, dan ruang udara mempunyai potensi yang dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan tingkat intesitas yang berbeda untuk 
kehidupan. Potensi itu diantaranya sebagai tempat melakukan kegiatan 
pemenuhan kebutuhan pangan, industri, pertambangan, sebagai sumber 
energi, atau sebagai tempat penelitian dan percobaan. 
Kota akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
perkembangan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik yang melatar 
belakanginya. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya 
perubahan yang terjadi secara terus menerus sebagai fenomena tersendiri 
yang tidak bisa dihentikan (Sijmon dalam Zahnd, 1999). Perubahan yang 
terjadi dikarenakan adanya kegiatan pembangunan yang selalu berjalan di 
setiap bagian kota, terutama di pusat kota. Perkembangan kota dari masa 
ke masa sangat berpengaruh terhadap penataan kota. 
Struktur ruang adalah Kumpulan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat secara hirarki memiliki hubungan fungsional 
(Departemen Pu, 2008). Karena ini menyangkut kegiatan sosial, ekonomi 
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dan politik masyarakat beserta sarana dan prasarana pendukungnya, 
tentulah struktur ruang antara suatu wilayah dengan wilayah akan 
memiliki perbedaan-perbedaan. 
Struktur ruang merupakan bagian dari organisasi keruangan sebuah 
kota dan mencirikan penggunaan lahan tertentu di kota (Bourne, 1971). 
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan 
fungsional. Struktur kota akan selalu berubah seiring dengan pertumbuhan 
kota secara sosial-ekonomi, dan membentuk suatu organisasi keruangan 
tertentu yang merupakan representasi penggunaan ruang oleh manusia 
(Schnore, 1971). Struktur terbentuk berdasarkan persebaran kegiatan 
secara spasial (Schnore, 1971).  
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem 
jaringan serta sistem sarana maupun prasarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 
memiliki hubungan fungsional (Nursyam AS, 2013). Struktur ruang di 
wujudkan sebagai pusat-pusat permukiman yang merupakan sentra 
aktivitas kegiatan atau pusat kegiatan dalam jangkauan pelayanan tertentu. 
Struktur ruang dalam suatu wilayah perencanaan memiliki hirarki 
berdasarkan jangkauan pelayanannya, mulai dari hirarki paling tinggi yang 
memiliki jangkauan pelayanan lebih dekat. Dalam lingkup perencanaan 
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wilayah, pusat kegiatan, pusat kegiatan ini berfungsi sebagai pusat 
permukiman, pada kedudukan hirarki tertinggi, menengah atau terendah. 
Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota 
(Sinulingga, 2005: 97), yaitu : 
a. Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, 
pemerintahaan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara 
berkelompok dalam pusat pelayanan. 
b. Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan 
perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu 
tempat. 
c. Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan 
ruang terbuka hijau. 
d. Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat diatas. 
Struktur tata ruang merupakan unsur terpenting dalam pengembangan 
suatu wilayah/ kota. Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada 
struktur ruang yang telah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan 
antar wilayah/ kota. 
Penetapan struktur tata ruang merupakan hal yang mendasar dalam 
rencana tata ruang. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, 
yang mana pada pasla 17 berbunyi : 
a. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan 
rencana pola ruang. 
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b. Recana struktur ruang sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi 
rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem prasarana. 
Berdasarkan pasal 17 ayat (1) dan (2) tersebut menekankan bahwa 
untuk terwujudnya suatu tatanan ruang yang memiliki sinegritas dalam 
lingkup yang lebih makro maupun mikro, baik dalam perwujudannya 
berupa wilayah/ kota atau ruang yang lebih kecil lagi dengan 
fungsionalnya, seperti kawasan, areal dan lain sebagainya, perlu diatur 
menurut peran dan fungsinya kedalam bentuk tata jenjang ruang atau lebih 
dikenal sebagai struktur tata ruang. 
Sistem kepusatan suatu wilayah/ kota dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan penduduk yang dilayani, yang digambarkan sebagai suatu 
struktur hirarki mulai dari tingkat pelayanan yang tertinggi sampai rendah. 
Ditinjau dari skalanya untuk membentuk suatu sistem kepusatan dapat di 
klasifikasikan menjadi 3, yaitu skala regional (wilayah), skala kota, dan 
skala lokal. 
Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan 
disebutkan bahwa Struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan 
Perkotaan Metropolitan berisi :  
a. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk;  
b. Arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, termasuk 
sistem pusat jasa koleksi dan distribusi;  
c. Arahan pengembangan kawasan permukiman, perindustrian, 
pariwisata, jasa perniagaan, dan kawasan lainnya;  
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d. Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer yang 
meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan 
prasarana pengelolaan lingkungan.  
Ada tiga proses yang saling bergantung dalam sistem tata ruang 
(Darwanto, H, 2000), yaitu : 
a. Proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai 
dengan hubungan fungsional tertentu. 
b. Proses pengadaan atau kesediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan 
ruang bagi aktivitas seperti untuk tempat bekerja, tempat tinggal, 
transportasi dan komunikasi. Proses ini seperti pengadaan bangunan 
jalan, utilitas umum dan sebagainya akan merupakan kendala bagi 
proses pengalokasian aktivitas tersebut. Dalam hal ini proses 
pengalokasian aktivitas akan ditentukan oleh ketersedian sumber daya 
alam dan buatan, serta kondisi fisik di wilayah tersebut. 
c. Dalam proses pengadaan dan pengalokasian tatanan ruang ini, kaitan 
antara bagian – bagian permukaan bumi, tempat berbagai aktivitas di 
lakukan, dengan bagian atas ruang (angkasa) serta kebagian dalam 
yang mengandung berbagai sumber daya perlu dilihat dalam wawasan 
yang integratif. 
Berkaitan hal tersebut diatas, penataan ruang dan sebagaimana dalam 
UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan 
penataan ruang dilakukan dengan tujuan : 
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a. Tujuan penataan ruang adalah suatu kondisi tata ruang ideal yang ingin 
diwujudkan atau ingin dicapai di masa depan (20 tahun mendatang). 
b. Tujuan penataan ruang juga dapat merupakan ungkapan keinginan 
untuk memperbaiki berbagai persoalan tata ruang yang dihadapi 
sekarang, menjadi keadaan yang sebaliknya di masa datang. 
c. Tujuan penataan ruang ditetapkan pemerintah kabupaten yang 
merupakan aspek keruangan dari perwujudan visi dan misa 
pembangunan jangka panjang (20 tahun). 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan tata ruang nasinal 
dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terdapat 4 (empat) 
aspek yang menjadi asas terselenggaranya penyusunan tata ruang, yaitu : 
a. Aman, Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan 
terlindungi dari berbagai ancaman. 
b. Nyaman, memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk 
mengartikulasikan nilai - nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai 
manusia dalam suasana yang tenang dan damai. 
c. Produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien 
sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk 
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatakan daya saing. 
d. Berkelanjutan, kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan 
dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, 
namun juga generasi yang akan datang. 
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2. Teori Struktur Ruang 
Teori-teori yang melandasi struktur ruang kota yang paling dikenal yaitu :  
a. Teori Konsentris (Burgess,1925)  
Yang menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD 
(Central Bussiness District) adalah pusat kota yang letaknya tepat di 
tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan 
sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan 
derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Daerah Pusat Kota (DPK) 
atau CBD (Central Bussiness District) tersebut terbagi atas dua bagian, 
yaitu: pertama, bagian paling inti atau RBD (Retail Business District) 
dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, 
bagian di luarnya atau WBD (Wholesale Business District) yang 
ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala 
besar, seperti pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung 
penyimpanan barang supaya tahan lama (storage buildings).  
b. Teori Sektoral (Hoyt,1939)  
Menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central 
Bussiness District) memiliki pengertian yang sama dengan yang 
diungkapkan oleh Teori Konsentris. Dalam teori ini yang lebih 
berfokus pada pola sewa tempat tinggal cenderung terbentuk sebagai 
pola sektor - sektor dan bukannya pola zona konsentris. 
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c. Teori Pusat Berganda (Harris dan Ullman,1945)  
Menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central 
Bussiness District) adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-
tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu “growing 
points”. Zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota, berupa 
pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi 
pelayanan, seperti “retailing” distrik khusus perbankan, teater dan 
lain-lain (Yunus, 2000:49). Namun, ada perbedaan dengan dua teori 
yang disebutkan di atas, yaitu bahwa pada Teori Pusat Berganda 
terdapat banyak Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central 
Bussiness District) dan letaknya tidak persis di tengah kota dan tidak 
selalu berbentuk bundar. 
d. Teori Ketinggian Bangunan (Bergel, 1955) 
Teori ini menyatakan bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat 
dari variabel ketinggian bangunan. Daerah Pusat Kota (DPK) atau 
CBD (Central Bussiness District) secara garis besar merupakan daerah 
dengan harga lahan yang tinggi, aksesibilitas sangat tinggi dan ada 
kecenderungan membangun struktur perkotaan secara vertikal. Dalam 
hal ini, maka di Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central 
Bussiness District)  paling sesuai dengan kegiatan perdagangan (retail 
activities), karena semakin tinggi aksesibilitas suatu ruang maka ruang 
tersebut akan ditempati oleh fungsi yang paling kuat ekonominya.  
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e. Teori Konsektoral (Griffin dan Ford, 1980) 
Teori Konsektoral dilandasi oleh struktur ruang kota di Amerika Latin. 
Dalam teori ini disebutkan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD 
(Central Bussiness District) merupakan tempat utama dari 
perdagangan, hiburan dan lapangan pekerjaan. Di daerah ini terjadi 
proses perubahan yang cepat sehingga mengancam nilai historis dari 
daerah tersebut. Pada daerah - daerah yang berbatasan dengan Daerah 
Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central Bussiness District)  di kota-kota 
Amerika Latin masih banyak tempat yang digunakan untuk kegiatan 
ekonomi, antara lain pasar lokal, daerah-daerah pertokoan untuk 
golongan ekonomi lemah dan sebagian lain dipergunakan untuk tempat 
tinggal sementara para imigran.  
f. Teori Historis (Alonso, 1964).  
Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central Bussiness District) 
dalam teori ini merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan 
daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang tinggi. 
Adanya perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan 
komunikasi telah mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke luar 
kota. Meningkatnya standar hidup pada golongan masyarakat yang 
semua tinggal di daerah CBD (Central Bussiness District) dan disertai 
dengan menurunnya kualitas lingkungan memperkuat dorongan 
penduduk untuk pindah ke daerah - daerah pinggiran kota.  
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g. Teori Von Thunen 
Johann Heinrich Von Thunen (1826) telah mengembangkan hubungan 
antara perbedaan lokasi pada tata ruang dan pola penggunaan lahan. 
Johann Heinrich Von Thunen menguraikan teori sewa lahan diferensial 
dalam bukunya yang bejudul Der IsoleirteStaat, in Beziehung auf and 
wirtschaft und Nationalokonomie (Berlin : Schumacher-Zarchin, 
1975). Inti pembahasan Von Thunen adalah mengenai lokasi dan 
spesialisai pertanian. Berdasarkan asumsi – asumsi yang digunakan, 
yaitu : 
1) Wilayah model yang terisolasikan adalah bebas dari pengaruh 
pasar kota – kota lain. 
2) Wilayah model membentuk tipe permukiman perkampungan 
dimana banyak keluarga petani hidup pada tempat – tempat yang 
terpusat dan bukan tersebar diseluruh wilayah. 
3) Wilayah model memiliki iklim, tanah, topografi yang seragam atau 
uniform (produktivitas tanah secara fisik adalah sama). 
4) Wilayah model memiliki fasilitas transportasi traditional yang 
relative seragam, dan 
5) Faktor – faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan lahan 
adalah konstan, maka dapat dianalisis bahwa sewa lahan 
merupakan hasil persaingan antara berbagai jenis penggunaan 
lahan. 
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h. Teori Tempat Sentral 
Walter Christaller mengintroduksikan teori tempat sentral (central 
place). Inti pokok teori sentral adalah menjelaskan model hirarki 
perkotaan. 
Model Chritaller dinyatakan sebagai suatu sistem geometrik yang 
dikenal dengan nama sistem K = 3, dimana K di tetapkan secara 
arbiriter sebagai huruf indeks yang digunakan untuk notasi pola 
permukiman. 
Christaller menggunakan asusmi – asumsi sebagai berikut : 
1) Wilayah model merupakan dataran tanpa roman, tidak memiliki 
raut tanda khusus baik alamiah maupun buatan manusia 
2) Perpindahan dapat di lakukan ke segala jurusan, suatu situasi yang 
dilukiskan sebagai permukiman isotropic 
3) Penduduk serta daya belinya tersebar merata diseluruh wilayah  
4) Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi 
jarak. 
Berdasarkan asumsi – asumsi di atas, Christaller mengembangkan 
pemikirannya menyusun suatu model wilayah perdagangan yang 
efesien yang berbentuk segi enam (heksagonal) mengikuti tahap – 
tahap berikut ini. 
1) Mula – mula berbentuk wilayah perdagangan berupa lingkaran – 
lingkaran di atas daratan. Apabila lingkaran – lingkaran tersebut di 
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letakkan berdekatan satu sama lain, maka kumpulan lingkaran 
yang paling efisien 
2) Kemudian lingkaran – lingkaran tersebut saling bertumpang tindih. 
3) Akhirnya terbentuk wilayah perdagangan yang berbentuk 
heksagonal yang meliputi seluruh dataran tanpa tumpang tindih 
menyerupai sarang lebah. 
Tiap wilayah pelayanan heksagonal memiliki pusat. Besar kecilnya 
pusat - pusat tersebut adalah sebanding dengan besar kecilnya masing - 
masing heksagonal. Heksagonal yang terbesar memiliki pusat yang 
paling besar, sedangkan heksagonal yang terkecil memiliki pusat yang 
paling kecil. 
i. Teori Kutub Pertumbuhan  
Perkembangan modern dari teori titik pertumbuhan terutama berasal 
dari karya ahli – ahli teori ekonomi regional perancis yang dipelopori 
oleh Francois Perrux. Perrux (1995) telah mengembangkan konsep 
kutub pertumbuhan. Menurut pendapatnya, pertumbuhan atau 
pembangunan tidak dilakukan diseluruh tata ruang, tetapi terbatas pada 
beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang di identifikasikannya 
sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya terdapat kutub – 
kutub atau pusat – pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran 
pengembangan keluar dan tarikan ke dalam. Teori ini menjelaskan 
tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan – 
perusahaan dan industri – industri serta saling ketergantungannya, dan 
24 
 
bukan mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara 
intra maupun secara inter, pada dasarnya konsep kutub pertumbuhan 
mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak. 
j. Teori Kutub Pembangunan Yang Terlokalisasikan (Boudeville) 
Teori Boudeville berusaha menjelaskan mengenai impak 
pembangunan dari adanya kutub – kutub pembangunan yang 
terlokalisasikan pada tata ruang geografis, sedangkan teori lokasi 
berusaha untuk menerangkan dimana kutub - kutub tersebut 
dilokalisasikan pada tata ruang geografis pada waktu yang akan 
datang. Pengelompkkan pada tata ruang geografis telah diperlihatkan 
dalam model tempat sentral. Selanjutnya oleh Boudeville 
pengelompkkan ini diterapkan pada pembangunan dalam arti 
fungsional, sedangkan difusi (penghamburan) pembangunan pada tata 
ruang, geografis diterapkan pada pembangunan dalam tata ruang 
melalui tipe transformasi. 
k. Teori Dampak Tetesan Ke Bawah Dan Polarisasai (Hirschman) Serta 
Dampak Penyebaran Dan Pengurasan (Mydral) 
Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industry - 
indusri berkelompok di tempat – tempat itu karena di perolehnya 
berbagai manfaat dalam bentuk penghematan - penghematan dan 
kemudahaan - kemudahaan. Kesempatan investasi, lapangan kerja, dan 
upah buru yang relatif tinggi, lebih banyak terdapat di pusat - pusat 
pertumbuhan dari pada di daerah belakang. Antara pusat dan daerah 
25 
 
belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga 
kerja. Pengaruh polarisasi yang paling hebat adalah migrasi penduduk 
ke kota - kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorsikan tenaga 
kerja yang terampil dan di lain pihak akan mengurangi pengangguran 
tidak kentara di daerah belakang. Hal ini bergantung pada tingkat 
komplementaritas antara dua tempat tersebut. 
l. Teori Daerah/ Wilayah Inti (John Friedmann) 
John Friedmann (1964) menganalisis aspek - aspek tata ruang, lokasi 
serta persoalan - persoalan kebijaksanaan dan perencanaan 
pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Di 
sekitar daerah inti terdapat daerah - daerah pinggiran. Daerah 
pinggiran seringkali di sebut pula daerah - daerah pedalaman. 
Pengembangan di pandang sebagai proses inovasi yang diskontinu 
tetapi komulatif yang berasal pada sejumlah kecil pusat - pusat 
perubahaan, yang terletak pada titik – titik interaksi yang mempunyai 
potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke 
bawah dan keluar dari pusat - pusat tersebut ke daerah - daerah yang 
mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah. 
Jadi, dari teori-teori tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Daerah Pusat Kota (DPK) atau CBD (Central Bussiness District) 
merupakan pusat segala aktivitas kota dan lokasi yang strategis untuk 
kegiatan perdagangan skala kota. 
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3. Bentuk dan Model Struktur Ruang 
Tiga unsur struktur dasar kawasan/ wilayah meliputi : (i) Pusat, (ii) 
Wilayah Pelayanan/ Pengaruh, dan Jaringan Transportasi. 
Dalam kaitannya dengan pusat sebagai kekuatan penggerak 
pembangunan yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya, besarnya, 
fungsinya, hirarkinya dan keterkaitannya. Untuk pengembangan suatu 
kawasan andalan diperlukan keberadaan suatu kota yang berfungsi sebagai 
pusat penggerak utama (prime mover) yang ditopang oleh pusat-pusat 
pendukung yang relatif lebih kecil yang diharapkan mampu menunjang 
pertumbuhan sektor-sektor yang saling menunjang secara cepat ke seluruh 
daerah. Sebaliknya suatu kawasan yang memiliki sejumlah kota / pusat 
kecil adalah relaif lemah, di upayakan agar pusat-pusat lokal yang 
independen dapat membentuk sistem kota-kota yang saling 
ketergantungan secara fungsional, baik dalam kawasan yang bersangkutan 
dan selanjutnya secara antar kawasan. 
Wilayah pelayanan dalam konteks kawasan tidak memiliki batas 
wilayah tertentu, dapat saja wilayah pelayanan bertambah luas karena 
peningkatan pertumbuhan pembangunan yang di tunjang oleh peningkatan 
jasa distribusi (jasa perdagangan dan perangkutan). Bukan batasannya 
kawasan andalan yang dijadikan masalah tetapi yang lebih menonjol 
adalah tingkat luasnya interaksi spasial dalam kawasan yang bersangkutan. 
Adapun bentuk struktur ruang kota apabila ditinjau dari pusat 
pelayanan (retail) terbagi menjadi 3 yaitu (Sinulingga, 2005:103-105) : 
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a. Monocentric city 
Monocentric city adalah kota yang belum berkembang pesat, 
jumlah penduduknya belum banyak, dan hanya mempunyai satu pusat 
pelayanan yang sekaligus berfungsi sebagai CBD (Central Bussiness 
District)).  
b. Polycentric city  
Perkembangan kota mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat 
pelayanan tidak efisien lagi. Kota-kota yang bertambah besar 
membutuhkan lebih dari satu pusat pelayanan yang jumlahnya 
tergantung pada jumlah penduduk kota. Fungsi pelayanan CBD 
(Central Bussiness District) diambil alih oleh pusat pelayanan baru 
yang dinamakan sub pusat kota (regional centre) atau pusat bagian 
wilayah kota. Sementara itu, CBD (Central Bussiness District) secara 
berangsur-angsur berubah dari pusat pelayanan retail (eceran) menjadi 
kompleks kegiatan perkantoran komersial yang daya jangkauan 
pelayanannya dapat mencakup bukan wilayah kota saja, tetapi wilayah 
sekeliling kota yang disebut juga wilayah pengaruh kota.  
CBD (Central Bussiness District) dan beberapa sub pusat kota atau 
pusat bagian wilayah kota (regional centre) akan membentuk kota 
menjadi polycentric city atau cenderung seperti multiple nuclei city 
yang terdiri dari:  
a. CBD (Central Bussiness District), yaitu pusat kota lama yang telah 
menjadi kompleks perkantoran  
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b. Inner suburb (kawasan sekeliling CBD (Central Bussiness 
District)), yaitu bagian kota yang tadinya dilayani oleh CBD 
(Central Bussiness District) waktu kota belum berkembang dan 
setelah berkembang sebagian masih dilayani oleh CBD (Central 
Bussiness District) tetapi sebagian lagi dilayani oleh sub pusat kota  
c. Sub pusat kota, yaitu pusat pelayanan yang kemudian tumbuh 
sesuai perkembangan kota  
d. Outer suburb (pinggiran kota), yaitu bagian yang merupakan 
perluasan wilayah kegiatan kota dan dilayani sepenuhnya oleh sub 
pusat kota 
e. Urban fringe (kawasan perbatasan kota), yaitu pinggiran kota yang 
secara berangsur - angsur tidak menunjukkan bentuk kota lagi, 
melainkan mengarah ke bentuk pedesaan (rural area). 
c. Kota metropolitan  
Kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota 
satelit yang terpisah cukup jauh dengan urban fringe dari kota tersebut, 
tetapi semuanya membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan 
penduduk wilayah metropolitan.  
Adapun model struktur ruang apabila dilihat berdasarkan pusat – pusat 
pelayanannya diantaranya:  
a. Mono centered  
Terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat yang tidak saling 
terhubung antara sub pusat yang satu dengan sub pusat yang lain.  
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b. Multi nodal 
Terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat dan sub sub pusat yang 
saling terhubung satu sama lain. Sub sub pusat selain terhubung 
langsung dengan sub pusat juga terhubung langsung dengan pusat.  
c. Multi centered  
Terdiri dari beberapa pusat dan sub pusat yang saling terhubung satu 
sama lainnya. 
d. Non centered  
Pada model ini tidak terdapat node sebagai pusat maupun sub pusat. 
Semua node memiliki hirarki yang sama dan saling terhubung antara 
yang satu dengan yang lainnya. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Model Struktur Ruang 
Sumber : Sinulingga 2005 
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Selain itu beberapa penulis juga menggolongkan tipologi struktur 
sebagai gambar berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 2 Tipologi Struktur Ruang 
Sumber : Sinulingga (2005) 
 
4. Azas Dalam Struktur Ruang 
Azas dalam struktur tata ruang berdasarkan undang – undang No. 26 
Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa penataan ruang berasaskan 
pada : 
a. Keterpaduan 
Keterpaduan diartikan bahwa suatu ruang harus terpadu antara 
fungsi ruang yang satu dengan fungsi ruang yang lainnya. 
Keterpaduan ini dapat diwujudkan melalui kesesuaian fungsi ruang 
yang saling berdekatan, pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur, perencanaan tata ruang yang melibatkan semua unsur, 
termasuk pembinaan dan penyelenggaraannya sehingga lebih efektif 
dan efesien. 
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b. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan 
Keserasian merupakan wujud ruang secara fisik maupun non fisik 
untuk terwujudnya suatu tatanan ruang yang lebih prduktif. 
Keselarasan dilakukan untuk terciptanya ruang yang lebih harmonis, 
nyaman dan aman. Keseimbangan diartikan bahwa ruang dengan 
segala fungsinya melalui aktivitas yang dikembangkan harus memiliki 
kemampuan masing - masing untuk berkembang tanpa adanya 
kesenjangan antar ruang. 
c. Keberlanjutan 
Keberlanjutan diartikan bahwa hak atas ruang alam dengan segala 
potensi yang dimilikinya tidak hanya diperuntukkan pada suatu 
golongan tertentu, melainkan akan berlangsung sepanjang masa. Oleh 
karena itu, potensi yang dimiliki ruang alam dikelolah dan 
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan jangka 
panjang tanpa menimbulkan kerusakan dan mempertahankan 
lingkungan hidup bagi generasi masa depan.   
d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 
Keberdayagunaan diartikan sebagai kemampuan suatu ruang untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun kemaslahatan 
lingkungan alam semesta melalui penetapan fungsi - fungsi atau 
pemanfaatannya. Sedangkan keberhasilgunaan diartikan sebagai 
sebagai manfaat yang dirasakan atau dihasilkan dari suatu hasil proses 
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pembangunan bagi lingkungan dan masyarakat atas pemanfaatan 
ruang dengan segala atribut pembangunan yang dicanangkan. 
e. Keterbukaan  
Keterbukaan adalah suatu tindakan atas hasil perencanaan tata ruang 
untuk diketahui oleh segenap masyarakat maupun pelaku 
pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi atas pemanfaatan 
ruang menurut perencanaan akan menjadi pengetahuan oleh semua 
unsur dan jika terdapat ketidak sesuaian atas pelaksanaan 
pembangunan akan menjadi materi yang dapat membatasi kesalahan 
yang berpotensi muncul dimasa datang. 
f. Kebersamaan dan kemitraan 
Kebersamaan diartikan sebagai hak semua warga masyarakat yang 
diatur oleh pemerintah dengan melibatkan semua unsur sehingga 
terwujud  suatu tatanan ruang sesuai dengan harapan - harapan yang 
lebih baik dan olehnya itu, harus direncanakan dan dibangun serta 
diawasi secara bersama. Sedangkan kemitraan diorientasikan pada 
hasil perencanaan akan dapat menarik pihak - pihak terkait untuk 
terlibat dalam pembangunan menurut hasil perencanaan. 
g. Perlindungan kepentingan umum 
Perlindungan kepentingan umum  merupakan suatu hasil perencanaan 
yang tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan, melainkan dapat 
memberikan perlindungan terhadap masyarakat, kegiatan, lingkungan 
dan lain sebagainya. 
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h. Kepastian hukum dan keadilan 
Hasil produk rencana tata ruang sebagai dasar atas pemanfaatan ruang 
yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena 
proses perencanaan dari suatu tata ruang telah melalui mekanisme 
pembahasan yang menjadi kesepakatan bersama dan memiliki 
legalitas hukum. Dengan demikian, rasa keadilan bagi masyarakat 
maupun para pelaku pembangunan dapat terlindungi atas 
kepentingannya dan orientasinya dalam rangka pembangunan ruang 
dimasa mendatang. 
i. Akuntabilitas 
Produk perencanaan tata ruang dengan segala aspek yang telah diatur 
didalamnya akan menjadi parameter pembangunan yang senantiasi 
dapat dievaluasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan 
demikian, ukuran - ukuran secara kuantitatif dapat saja dilakukan 
untuk mendapatkan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi. Setiap 
unsur memiliki hak dan kewajiban yang sama dan bertanggung jawab 
menurut perannya dalam proses yang ditimbulkan.  
5. Pengertian Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota 
Pusat kota merupakan pusat dari segala kegiatan kota antara lain 
politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Jika dilihat dari fungsinya, 
pusat kota merupakan tempat sentral yang bertindak sebagai pusat 
pelayanan bagi daerah-daerah di belakangnya, mensuplainya dengan 
barang-barang dan jasa-jasa pelayanan, jasa-jasa ini dapat disusun menurut 
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urutan menaik dan menurun tergantung pada ambang batas barang 
permintaan. Pusat kota terbagi dalam dua bagian:  
a. Bagian paling inti (The Heart of The Area) disebut RBD (Retail 
Business District)  
Kegiatan dominan pada bagian ini antara lain department store, 
smartshop, office building, clubs, hotel, headquarter of economic, 
civic, political.  
b. Bagian diluarnya disebut WBD (Whole Business District) yang 
ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi 
dalam jumlah yang besar antara lain pasar dan pergudangan.  
Sedangkan menurut Arthur dan Simon (1973), pusat kota adalah pusat 
keruangan dan administrasi dari wilayahnya yang memiliki beberapa ciri, 
yaitu  
a. Pusat kota merupakan tempat dari generasi ke generasi menyaksikan 
perubahan-perubahan waktu.  
b. Pusat kota merupakan tempat vitalitas kota memperoleh makanan dan 
energi, dengan tersebarnya pusat - pusat aktivitas seperti pemerintahan, 
lokasi untuk balai kota, toko - toko besar, dan bioskop.  
c. Pusat kota merupakan tempat kemana orang pergi bekerja, tempat ke 
mana mereka ”pergi ke luar”.  
d. Pusat kota merupakan terminal dari pusat jaringan, jalan kereta api, 
dan kendaraan umum.  
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e. Pusat kota merupakan kawasan di mana kita menemukan kegiatan 
usaha, kantor pemerintahan, pelayanan, gudang dan industri 
pengolahan, pusat lapangan kerja, wilayah ekonomis metropolitan.  
f. Pusat kota merupakan penghasilan pajak yang utama, meskipun kecil 
namun nilai bangunan yang ada di pusat kota merupakan proporsi yang 
besar dari segala keseluruhan kota, karena pusat kota memiliki 
prasarana yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.  
g. Pusat kota merupakan pusat-pusat fungsi administratif dan 
perdagangan besar, mengandung rangkaian toko-toko eceran, kantor - 
kantor profesional, perusahaan jasa, gedung bioskop, cabang - cabang 
bank dan bursa saham. Dalam kota kecil yang swasembada, kawasan 
ini juga menyediakan fasilitas perdagangan besar mencakup pusat-
pusat administratif dan transportasi yang diperlukan.  
Sedangkan pengertian sub pusat pelayanan kota adalah suatu pusat 
yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas sebagian 
wilayah kota, dimana ia memiliki hirarki, fungsi, skala, serta wilayah 
pelayanan yang lebih rendah dari pusat kota, tetapi lebih tinggi dari pusat 
lingkungan. 
6. Faktor-Faktor Timbulnya Pusat Pelayanan  
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu pusat-pusat 
pelayanan, yaitu: 
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a. Faktor Lokasi  
Letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat 
menjadi suatu pusat pelayanan.  
b. Faktor Ketersediaan Sumber Daya  
Ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi 
pusat pelayanan.  
c. Kekuatan Aglomerasi  
Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong 
kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi 
karena adanya suatu keuntungan, yang selanjutnya akan menyebabkan 
timbulnya pusat-pusat kegiatan.  
d. Faktor Investasi Pemerintah  
Ketiga faktor diatas menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan 
secara ilmiah, sedangkan faktor investasi pemerintah merupakan 
sesuatu yang sengaja dibuat (Artificial). 
B. Transportasi 
1. Sistem, Transportasi, dan Jangkauan Pelayanan Transportasi 
Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan, unit, atau integritas 
yang bersifat komprhenshif yang terdiri dari kompnen - kompnen yang 
saling mendukung dan bekerja sama mengintegrasikan sistem tersebut 
(Miro Fidel, 2011). 
Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, 
atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi asal ke lokasi lain, 
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yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan 
menggunakan alat tertentu pula (Miro Fidel, 2011). Dari pengertian ini 
transportasi mempunyai beberapa dimensi seperti : 
a. Lokasi (asal dan tujuan) 
b. Alat (teknologi) 
c. Keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti, ekonomi, sosial dan lain - 
lain. 
Kalau salah satu dari ketiga dimensi tersebut terlepas atau tidak ada, 
hal demikian tidak dapat disebut transportasi. 
Jangkauan pelayanan transportasi dapat diartikan sebagai batas - batas 
demokrasi pelayanan yang diberikan oleh transportasi kepada pengguna 
transportasi tersebut (Miro Fidel, 2011). Batas geografis pelayanan 
transportasi ini disebut juga sebagai wilayah operasi suatu sistem 
transportasi. Ada pelayanan sistem transportasi yang secara geografis 
hanya menjangkau wilayah pedesaan, da nada juga melayani wilayah 
perkotaan yang hanya menyediakan pelayanan untuk lokasi dan asal 
tujuannya telah melampaui batas kota, yaitu hingga ke kota lain di dalam 
satu provinsi. Pelayanan yang lebih luas lagi adalah pelayanan transportasi 
yang telah menjangkau kota - kota yang berada di luar provinsi tempat 
lokasi asalnya. Disamping itu, ada pula sistem transportasi antar negara 
yang melayani jaringan internasional. Jangkauan pelayanan transportasi ini 
dapat dijabarkan melalui 2 cara paralel, seperti yang di terangkan di bawah 
ini : 
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a. Pelayanan transportasi berdasarkan tataran kewilayahan 
Berdasarkan tataran kewilayahan, transportasi dapat diklasifikasikan 
menurut jenjang berikut : 
1) Transportasi lokal 
2) Transportasi regional 
3) Transportasi nasional 
4) Transportasi internasional 
b. Pelayanan transportasi berdasarkan batas administrasi 
Pelayanan transportasi yang paralel dngan hirarki wilayah 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
1) Transportasi desa dan kota 
2) Transportasi antar kota dan dalam provinsi (AKDP) 
3) Transportasi antar kota antar provinsi (AKAP) 
4) Transportasi antar negara (Lintas batas) 
2. Perananan dan Tujuan Transportasi 
Peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi peranan dalam 
peradaban manusia, peranan ekonomi, peranan sosial, peranan politik dan 
dampak transportasi terhadap lingkungan (Miro Fidel, 2011). 
Tujuan transportasi adalah memberikan kemudahan dalam segala 
kegiatan masyarakat, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 
Kemudahaan (aksebilitas) ini diartikan sebagai mudahnya lokasi tujuan itu 
dicapai (tanpa memandang jauh atau dekatnya lokasi tersebut). 
Kemudahan ini dapat menyangkut berbagai aspek, seperti mudahnya 
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factor - faktor produksi di dapatkan, mudahnya informasi menyebar, 
mudahnya pergerakan (mobilitas) penduduk dan lain - lain. Untuk 
mewujudkan kemudahaan ini semua komponen utama sistem transportasi 
harus ditingkatkan secara serentak. 
C. Kawasan Perdagangan 
1. Kawasan 
Dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
dinyatakan bahwa Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budidaya. Contoh kawasan antara lain: Kawasan Lindung, 
Kawasan Budidaya dalam suatu wilayah provinsi. Kawasan Perkotaan, 
Kawasan Pedesaan dalam suatu wilayah kabupaten; Kawasan Perumahan, 
Kawasan Pusat Kota, dan Kawasan Industri dalam suatu kota. 
2. Perdagangan 
Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau 
keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada 
masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang 
dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada 
masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap 
barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau 
jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan 
ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya 
bernama produksi. 
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3. Karakteristik Kawasan Perdagangan 
Ratcliffe (1974), mengkategorikan hirarki pusat perbelanjaan menjadi lima 
bagian sebagai berikut : 
a. Pusat Regional 
Melayani penduduk lebih dari 300.000 dan menyediakan berbagai 
macam fasilitas perdagangan khusus dan deptstore. Kebanyakan 
konsumen membeli durable good. Pusat perdagangan regional 
menerima lebih kurang 15 % dari jumlah total belanja konsumen. 
b. Pusat Sub Regional 
Melayani 100.000 - 300.000 dan menyediakan fasilitas perbelanjaan 
toserba dan masih terdapat spesialisai tetapi lebih terbatas dari pasar 
regional. Menyerap Lebih kurang 40% pengeluaran perbelanjaan 
konsumen. 
c. Pusat Distrik atau komunitas 
Melayani kurang dari 50.000 penduduk dan menyediakan bermacam 
toko dan pasar swalayan tetapi hanya ada sedikit fasilitas perbelanjaan. 
Khusus pusat distrik atau komunitas cenderung untuk bercampur 
dengan pusat lingkungan. Menerima lebih kurang 25 %  dari total 
pengeluaran konsumen. 
d. Pusat Lingkungan 
Sering tidak bisa dibedakan dengan pusat distrik, yang menyediakan 
lebih kurang 12 toko untuk melayani 10.000 penduduk. 
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e. Pasar lokal 
Terdiri atas beberapa toko dan melayani sampai dengan 2000 
penduduk. Pusat ini menerima lebih kurang 20 % dari total 
pengeluaran konsumen. 
D. Pandangan Islam Tentang Perdagangan/ Jual Beli 
1. Pengertian Perdagangan 
a. Secara Umum 
Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan 
membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang 
tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan. 
Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan 
perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu 
negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta 
menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga 
bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu 
negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin 
hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak 
langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik. 
b. Menurut Tokoh 
Menurut Marwati Djoened Perdagangan adalah kegiatan ekonomi 
yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai 
kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan 
pemyediaan barang melalui mekanisme pasar. 
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Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan 
perantara antara produsen dan konsumen.Hukum Dagang di Indonesia 
bersumber pada KUHD mula berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 
1848. Saat ini alat tukar yang digunakan adalah uang.  
Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk : 
1) Membawa / memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang 
berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang kekurangan (minus). 
2) Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. 
3) Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang 
berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan. 
2. Dagang Dalam Islam 
Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan 
dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha 
perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada 
aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim 
berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah 
SWT di dunia dan akhirat.  
Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling 
menukar. Al - Bai' arti nya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 
dengan sesuatu yang lainya) dan asy-Syira' artinya beli, adalah dua kata 
yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi sebenarnya berbeda. 
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Sedangkan pengertian al-Bai' secara terminologi, para ahli fikih 
menyampaikan definisi perdagangan yang berbeda-beda antara lain 
sebagai berikut: 
a. Menurut ahli fikih. 
1) Madzhab Hanafiyah 
Perdagangan adalah : "Menukarkan harta dengan harta melalui tata 
cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan 
sesuatu yang lain melalui tatacara tertentu yang dapat dipahami 
sebagai al-Bai', seperti melalui ijab dan Ta'athi (saling 
menyerahkan)." 
2) Imam Nawawi 
Menyampaikan definisi perdaganan sebagai berikut : 
"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan" 
3) Ibnu Qodamah 
Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan 
menyerahkan milik 
4) Al-Qurthubi 
At-Tijarah merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar 
barang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang di bolehkan 
dan memiliki tujuan. 
b. Etika Perdagangan Islam 
Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika 
yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan 
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jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika 
perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang 
Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat 
berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam 
menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan 
saling mendapat keuntungan.Adapun tersebut antara lain: 
1) Shidiq (Jujur) 
Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual 
beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak 
mcngada -ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar 
janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai 
tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas 
berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai 
dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga 
pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan 
yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan 
bermasyarakat. 
2) Amanah ( Tanggung Jawab ) 
Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan 
dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. 
Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah 
(kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban 
di pundaknya. Sudah kita singgung sebelumnya bahwa dalam 
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pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. 
Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu 
pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi 
kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa 
untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, 
kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: 
menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan 
harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat 
yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang 
oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan 
tanggung jawab dan para pedagang tersebut– adalah menimbun 
barang dagangan. Menimbun barang dagangan dengan tujuan 
meningkatkan pemintaan dengan harga selangit sesuai keinginan 
penimbun barang, merupakan salah satu bentuk kecurangan dari 
para pedagang dalam rangka memperoleh keuntungan yang 
berlipat ganda. Menimbun barang dagangan terutama 
barangbarang kehutuhan pokok dilarang keras oleh Islam! 
Lantaran perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan keresahan 
dalam masyarakat. Dan dalam prakteknya, penimbunan barang 
kebutuhan pokok masyarakat oleh sementara pedagang akan 
menimbulkan atau akan diikuti oleh berhagai hal yang negative 
seperti : harga-harga barang di pasar melonjak tak terkendali, 
barang-barang tertentu sulit didapat, keseimbangan permintaan dan 
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penawaran terganggu, munculnya para spekulan yang 
memanfaatkan kesempatan dengan mencari keuntungan di atas 
kesengsaraan masyarakat dan lain sebagainya. 
3) Tidak Menipu 
Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah 
pasar. Hal ini lantaran pasar atau termpat di mana orang jual beli 
itu dianggap sebagal sebuah tempat yang di dalamnya penuh 
dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, 
perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya. 
4) Menepati Janji 
Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, 
baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, 
terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah 
SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para 
pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang 
yang kwalitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran dan atau 
spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan 
puma jual, garansi dan lain sebagainya.Sedangkan janji yang harus 
ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran 
dengan jumlah dan waktu yang tepat. 
5) Murah Hati 
Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para 
pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. 
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Murah hati dalam pengertian : ramah tamah, sopan santun, murah 
senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab. 
6) Tidak Melupakan Akhirat 
Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan 
kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan 
akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para 
pedagang Muslim sekali - kali tidak boleh terlalu menyibukkan 
dirinya semata - mata untuk mencari keuntungan materi dengan 
meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu 
shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. 
Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama - sama 
melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah di 
kumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban 
memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pedagang 
Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan 
alasan kesibukan perdagangan. Sejarah telah mencatat, bahwa 
dengan berpedoman kepada etika perdagangan Islam sebagaimana 
tersebut di atas, maka para pedagang Arab Islam tempo dulu 
mampu mengalami masa kejayaannya, sehinga mereka dapat 
terkenal di hampir seluruh penjuru dunia. 
3. Macam – Macam Jual Beli dalam Islam 
Beberapa macam jual beli yang diakui Islam antara lain adalah: 
a. Jual beli barang dengan uang tunai 
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b. Jual Beli barang dengan barang (muqayadlah/ barter) 
c. Jual beli uang dengan uang (Sharf) 
d. Jual Utang dengan barang, yaitu jual beli Salam (penjualan barang 
dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli 
dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian) 
e. Jual beli Murabahah (Suatu penjualan barang seharga barang tersebut 
ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli 
barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. 
Karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli 
tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan 
yang ditambahkan pada biaya tersebut.  
4. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam 
Jual Beli bisa didefinisikan sebagai: Suatu transaksi pemindahan 
pemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) 
dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual 
beli itu adalah ijab dan qabul, yaitu suatu proses penyerahan dan 
penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya 
saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 
a. Rukun Jual Beli 
Jual beli memiliki 3 (tiga) rukun: 
1) Al- „Aqid (orang yang melakukan transaksi/ penjual dan pembeli), 
2) Al-„Aqd (transaksi), 
3) Al-Ma‟qud „Alaihi (objek transaksi mencakup barang dan uang). 
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b. Syarat Jual Beli 
1) Al- „Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, 
berakal (tidak gila), dan baligh atau mumayyiz (sudah dapat 
membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga). 
Seorang budak apabila melakukan transaksi jual beli tidak sah 
kecuali atas izin dari tuannya, karena ia dan harta yang ada di 
tangannya adalah milik tuannya. 
2) Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur 
keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan. 
Maka tidak sah jual-beli orang yang dipaksa. Akan tetapi di sana 
ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual 
harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada 
pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang 
berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, 
lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya 
maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar 
menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya 
(bisa dengan penjara atau selainnya). 
3) Al-„Aqdu (transaksi/ijab-qabul) dari penjual dan pembeli. Ijab 
(penawaran) yaitu si penjual mengatakan, “saya jual barang ini 
dengan harga sekian”.Dan Qabul (penerimaan) yaitu si pembeli 
mengatakan, “saya terima atau saya beli”. 
4) Al-Ma‟qud „Alaihi ( objek transaksi mencakup barang dan uang ). 
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Al-Ma‟qud „Alaihi memiliki beberapa syarat: 
 Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang 
dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 
 Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan 
kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang 
menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima 
 Barang yang dijual bisa diserahkan kepada sipembeli, maka 
tidak sah menjual mobil, motor atau handphone miliknya yang 
dicuri oleh orang lain dan belum kembali 
 Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui 
oleh pembeli dan penjual. Barang bisa diketahui dengan cara 
melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, 
kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan 
menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan 
selainnya.  
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E.  Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebijakan Pemerintah Kota Makassar 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar 
Pola Ruang Kota Makassar Struktur Ruang Kota Makassar 
Kajian Kawasan Perdagangan 
Eksisting Kota Makassar 
Perubahan Fungsi Kawasan Kota 
Pergeseran Kawasan 
Perdagangan 
Wujud Struktur Ruang 
Kawasan Perdagangan 
Arahan Penataan Struktur 
Kawasan Perdagangan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di beberapa lokasi yang termasuk kawasan 
perdagangan di Kota Makassar, lokasi tersebut berada pada Kawasan delinasi 
yang terdapat beberapa kelurahan di Kecamatan Wajo, Tallo, Panakukang, 
Tamalate, dan Biringkanaya. Waktu penelitian di targetkan selama 6 bulan 
terhitung mulai bulan September 2017 – februari 2018.  
B. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian  
yaitu sifatnya deskriptif kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya 
mencakup penelitian survey, penelitian survey merupakan penelitian yang 
mengambil sampel dari berbagai sumber, seperti data lapangan serta data 
instansi mencakup permasalahan struktur ruang kawasan perdagangan di Kota 
Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  
Berdasarkan penelitian ini, data yang digunakan berupa data 
sekunder dan data primer, dimana data sekunder dimaksud untuk 
mendukung data primer: 
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a. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari isntansi, lembaga 
atau badan yang telah tersedia yang berhubungan dengan apa yang 
akan diteliti. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah kondisi sekarang (existing condition). 
b. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan 
langsung di lokasi penelitian. Berhubungan dengan hal-hal yang 
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan 
kawasan perdagangan. 
2. Sumber Data 
Data  yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah 
berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari instansi – instansi 
yang terkait 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
observasi lapangan, seperti data yang diperoleh dari observasi 
langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 
kondisi kualitatif obyek studi. Seperti ; Kondisi sosial masyarakat 
yang menyangkut perubahan - perubahan terkait perubahaan fungsi 
bangunan pada kawasan perdagangan. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bersumber dari dinas/instansi 
ataupun lembaga-lembaga terkait.  
Teknik pengumpulan data sekunder hanya menggunakan telaah 
dokumen. Telaah dokumen yang dimaksud adalah salah satu cara 
untuk mendapatkan informasi pendukung melalui berbagai sumber. 
Informasi data sekunder bisa didapatkan dari dokumen-dokumen 
berbagai kebijakan, seperti Data Statistik atau Kependudukan dari 
BPS (Badan Pusat Statistik), Jurnal, RTRW (Rencana Tata Ruang 
Wilayah),dan lain sebagainya. Selengkapnya kebutuhan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini mulai dari sasaran, teknik analisis, 
jenis kebutuhan data, tahun dan sumber untuk mendapatkan data. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan agar dapat menunjang 
kegiatan penelitian yang dilakukan, maka harus melakukan pengumpulan data 
dengan teknik sebagai berikut : 
1. Observasi Lapangan  
Teknik observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang 
aktual dan langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 
sistematif terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. 
Selain itu observasi lapangan dilakukan untuk mengobservasi lokasi, baik 
kondisi fisik maupun keadaan masyarakat daerah penelitian dengan terjun 
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langsung kelapangan. Teknik ini dugunakan untuk mengamati secara 
langsung aktivitas masyarakat dilapangan. 
2. Wawancara 
Teknik wawancana digunakan untuk memperoleh data atau informasi 
langsung dari narasumber mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. Informasi diperoleh dengan cara bertanya langsung 
kepada responden, pemuka masyarakat. 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan terlebih terlebih dahulu 
membuat instrumennya. Pedoman wawancara yang berisi sejumlah 
pertanyaan yang harus diisi oleh responden ini, merupakan salah satu 
sumber data utama dalam penelitian ini. Informasi yang dapat berupa 
keterangan pribadi dan pandangan pribadi dari responden bersangkutan 
terkait masalah yang dibahas. 
3. Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat 
berbgai dokumen yang ada di berbagai instansi - instansi atau lembaga - 
lembaga yang terkait dengan penelitian. Data yang kumpulkan adalah data - 
data dari lembaga yang berhubungan dengan penelitian seperti BAPPEDA, 
Kantor Tata Ruang dan Permukiman, Kantor Camat, dan instansi lainnya. 
Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. 
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Tabel 3.1. Pasangan Metode Analisis Dengan Alat Analisis Pengumpul 
Data 
No. Jenis Metode Alat Analisis 
1. Observasi Lapangan Wawancara 
2. Wawancara Inventori / Pedoman 
3. Studi Dokumentasi Lembaran Pengamatan 
 
E. Variabel Penelitian  
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapat diukur kuantitatif dan kualitatif. Variabel dipakai dalam proses 
identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin 
sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang 
digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
Tabel 3.2. Variabel Penelitian  
Variabel Indikator Keterangan 
Struktur 
Perdagangan/ Lapangan 
Pekerjaan 
 Pertokoan 
 Ruko 
 Pasar 
 Jasa  
 Campuran  
Transportasi 
Aksebilitas Hubungan 
Pelayanan 
Terminal, Trayek, dan Jenis 
kendaraan 
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F. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan untuk 
kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang ada sehingga antara 
teknik analisis yang ada harus saling menunjang terutama dari segi 
outputnya. 
1. Deskriptif Kuantitatif 
Analisis ini menjelaskan tentang bagaimana arah pergeseran 
struktur kawasan perdagangan di Kota Makassar. Analisis kuantitatif 
dalam suatu penelitian dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu 
analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif secara 
inferensial. Deskriptif kuantitatif adalah upaya mengukur variabel - 
variabel yang ada dalam penelitian (variabel X dan variabel Y) untuk 
kemudian dicari hubungan antara variabel tersebut. Deskriptif kuantitatif 
mementingkan adanya variabel - variabel tersebut harus didefinisikan 
dalam bentuk operasionalisasi variabel masing - masing. Realibitas dan 
validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam 
menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan 
menentukan kualitas penelitian. 
2. Analisis Skalogram 
Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar 
tentang bagaimana pola fungsi/ fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang 
terdapat pada berbagai tingkatan perkotaan/ pusat pelayanan dan 
bagaimana pola tersebut melayani kebutuhan penduduk di wilayah 
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penelitian. Penyusunan skalogram dilakukan dengan menghitung jumlah 
dan fungsi fasilitas dalam suatu permukiman. Metode skalogram 
menghimpun seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit 
wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Tabel ini bisa dianggap 
sebagai penggabungan atau penyederhanaan Skala Guttman. Penyusunan 
tabel ini serupa dengan Skala Guttman, hanya ketiga tabel tersebut 
dijadikan satu dengan asumsi bahwa masing-masing fasilitas mempunyai 
bobot dan kualitas yang bersifat indifferent.  
Pada dasarnya suatu wilayah berkembang dicirikan dengan 
tingginya aksebilitas dan mobilitas dalam pemanfaatan sumber daya 
ekonomi yang dapat digambarkan baik secara fisik dan non fisik.  
Dengan kata lain metode dapat digunakan untuk mengelompokkan 
suatu permukiman tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang di 
milikinya, serta menentukan jenis dan keragaman pelayan fasilitas yang 
terdapat pada pusat - pusat pelayanan dengan berbagai tingkatan. 
Untuk menyusun skalogram dibutuhkan seperangkat data sebagai 
berikut :  
a. Daftar semua permukiman yang ada pada wilayah yang akan di tinjau. 
b. Jumlah penduduk untuk setiap permukiman. 
c. Peta yang menunjukkan lokasi dari setiap permukiman. 
d. Daftar fungsi/ fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat pada 
setiap permukiman. 
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Penyusunan skalogram dilakukan dengan mengikuti tahapan 
sebagai berikut : 
a. Buat sebuah tabel yang jumah barisnya sama dengan jumlah 
permukiman di tambah satu, dan jumlah kolomnya sama dengan 
fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat pada wilayah yang 
ditinjau ditambah Satu. 
b.  Kolom pertama, dimulai pada baris kedua, diisi dengan nama satuan 
permukiman, dimulai dengan satuan permukiman yang memiliki 
jumlah penduduk yang terbesar. 
c. Pada baris pertama dimulai dari kolom kedua berturut – turut kearah 
kanan dengan diisi dengan nama kode fungsi/ fasilitas pelayanan. 
Dengan demikian setiap sel dari table tersebut mewakili keberadaan 
suatu fungsi pada suatu satuan permukiman. 
d. Isi dengan tanda X sel yang mewakili fungsi tertentu yang terdapat 
pada satuan permukiman. Contoh hasil langkah - langkah 1 sampai 
dengan 4 diperlihatkan pada table 3.3 untuk 7 satuan permukiman dan 
12 fungsi pelayanan. 
Tabel 3.3. Skalogram Fungsi Permukiman 
 Fasilitas Pelayanan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kota A x x X x x x x x x x x x  
Kota B x  X  x x x  x  x   
Kota C  x  x  x x x x     
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 Fasilitas Pelayanan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kota D x      x  x     
Kota E   X    x       
Kota F x    x  x  x x    
Kota G x      x       
 
Keterangan :  
Cara pengisian tabel adalah, jika terdapat fungsi pelayanan maka diberi 
angka 1 mewakili fungsi tertentu yang terdapat pada satuan kawasan 
tertentu. Simbol 1 - 12 adalah jenis fasilitas yang terdapat atau dimiliki 
dalam suatu wilayah/ kawasan. 
e. Atur kembali letak fungsi dan satuan permukiman. Fungsi yang paling 
banyak terdapat pada satuan permukiman diletakkan pada kolom 
paling kiri dan satuan permukiman yang memiliki jumlah fungsi 
terbanyak diletakkan pada baris paling atas. Pengaturan ini diulangi 
untuk semua satuan permukiman dan fungsi yang ada sedemikian rupa 
sehingga diperoleh X yang mendekati bentuk segitiga. Hasil 
pengaturan diperlihatkan pada tabel 3.4 
Tabel 3. 4. Skalogram Fungsi Permukiman Yang Telah Diolah 
 Fasilitas Pelayanan 
Jumlah 
7 1 9 5 3 6 8 10 2 4 11 12 
Kota A x x X x x x x x x x x x  
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Kota B x x X x x x     x   
Kota C x  X   x x  x x    
Kota D x x     x  x     
Kota E x    x         
Kota F x x x x   x       
Kota G x x     x       
Index sentralisasi dari suatu permukiman dihitung berdasarkan 
jumlah dari bobot fungsi yang terdapat pada permukiman tersebut. Makin 
besar index ini menunjukkan tingkat sentralisasi yang semakin tinggi pula. 
Tahapan perhitungan index sentralisai bobot adalah sebagai berikut : 
a. Salin skalogram yang sebelumnya telah dibuat ganti tanda X dengan 
angka Y. 
b. Hiitung jumlah total menurut baris dan kolom. 
c. Hitung bobot dari setiap fungsi berdasarkan rumus : 
  
 
 
 
Dengan : 
C : Bobot fungsi 
t : Nilai sentralisasi total, diambil sampai dengan 100 
T : Jumlah total fungsi dalam wilayah yang ditinjau 
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Tabel 3. 5. Perhitungan Bobot Fungsi 
Satuan 
permukiman 
Fungsi 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
B 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
C 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 
D 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
E 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
F 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
H 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Jumlah Fungsi 8 8 8 6 5 4 3 2 1 1 46 
Centralitas Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Bobot 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0 50,0 100 100  
 
d. Tambahkan satu baris pada tabel dimaksud dan dituliskan pada baris 
tersebut hasil perhitungan bobot fungsi tadi. Hasil langkah - langkah 1 
sampai 4 di perlihatkan pada 3. 5 
e. Buat tabel lain yang serupa dengan tabel sebelumnya. Ganti angka 1 
yang ada dengan bobot fungsi yang telah dihitung pada langkah 3. 
f. Hitung jumlah total dari setiap bobot fungsi untuk mendapatkan index 
sentralisasi terbobot dari setiap satuan permukiman. Hasil akhir dapat 
diperlihatkan pada tabel 3. 5 
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Tabel 3. 6. Penjumlahan Bobot Fungsi 
Satuan 
permukiman 
Fungsi 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0 50,0 100 100 382,1 
B 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0 50,0   182,1 
C 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0    99,1  
D 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0     132,1 
E 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0      74,1  
F 12,5 12,5 12,5 16,6       54,1 
G 12,5 12,5 12,5        37,5 
H 12,5 12,5 12,5        37,5 
Centralitas Total 100 100 100 99,6 100 100 99 100 100 100 998,6 
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G. Defenisi Operasional 
Berdasarkan definisi operasional ini ada beberapa pengertian yang 
berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. 
Definisi tersebut adalah : 
1. Struktur Ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan 
fungsional 
2. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun yang tidak direncanakan. 
3. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang  dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budidaya. 
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budidaya 
5. Kawasan Perdagangan, adalah kawasan yang diperuntukan untuk 
kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan 
mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai 
tambah pada satu kawasan perkotaan. 
6. Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/ 
perusahaan/ kantor dimana seseorang bekerja. 
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7. Aksesibilitas adalah kemudahan akses terhadap objek - objek, pelayanan 
ataupun lingkungan untuk dicapai oleh masyarakat pada kawasan 
perdagangan tersebut.  
8. Pelayanan adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menyediakan 
segala sesuatu yang diperlukan orang lain seperti tamu ataupun pembeli. 
9. Ruko (Rumah Toko) adalah bangunan-bangunan yang umumnya 
bertingkat antara dua hingga lima lantai, di mana lantai - lantai bawahnya 
digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara 
lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. 
10. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan 
transaksi ekonomi yaitu membeli atau menjual barang dan jasa atau 
sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi lainnya. 
11. Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko yang mudah di kunjungi 
pembeli berbagai lapisan masyarakat. 
12. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang di tawarkan oleh suatu 
pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu. 
13. Transportasi adalah perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain 
dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau 
mesin. 
14. Terminal adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk 
menaikkan atau menurunkan penumpang maupun barang yang masuk dan 
keluar dari kawasan perdagangan. 
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15. Sarana dan prasarana perdagangan adalah segala sesuatu yang merupakan 
alat dan penunjang terselenggaranya suatu proses usaha atau perdagangan 
untuk mencapai suatu tujuan. 
16. Pusat perdagangan adalah pusat dari segala bentuk usaha dan transaksi 
antara pihak penyedia dan pemenuh kebutuhan. 
17. Wujud struktur ruang adalah susunan unsur-unsur yang mendukung 
segala bentuk kegiatan perdagangan atau sistem jaringan sarana dan 
prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan dan mebentuk suatu 
struktur ruang. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
1. Letak Geografis dan Administrasi 
Kota Makassar secara administratif berkedudukan sebagai Ibu Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan 
pembangunan. Secara geografis Kota Makassar selain sebagai pusat 
pengembangan dan pelayanan pembangunan di kawasan Timur Indonesia 
dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 - 25 M dari permukaan laut, 
dengan suhu udara antara 22” C sampai dengan 32º  C dan curah hujan 
antara 2000 - 3000 mm dengan hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. 
Adapun batas - batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan  dengan Kabupaten Gowa. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Luas Wilayah ±175,75 km
2
 yang terdiri dari 15 kecamatan yang dibagi 
menjadi 143 desa/ kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Adapun kecamatan-
kecamatan yang berada di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Makassar Tahun 2017 
No Kecamatan 
Luas 
(km
2
) 
1 Mariso 1,82  
2 Mamajang  2,25 
3 Tamalate 20,21  
4 Rappocini 9,23  
5 Makassar  2,52  
6 Ujung Pandang  2,63  
7 Wajo  1,99  
8 Bontoala  2,10  
9 Ujung Tanah  5,94  
10 Tallo  5,83  
11 Panakkukang  17,05  
12 Manggala  24,14  
13 Biringkanya  48,22  
14 Tamalanrea 31,84 
15 Kepulauan Sangkarrang 0,55 
 
Total 176,3 
                                      Sumber : BPS Kota Makassar tahun 2017 
           Gambar 4. 1 Persentase Luas Per Kecamatan Kota Makassar Tahun 2017 
             
a. Penggunaan Lahan 
       Pola penggunaan lahan Kota Makassar berdasarkan fungsional 
kegiatan didominasi oleh perumahan (40,10%), kemudian secara 
berurutan adalah: pertanian (16,11%), daerah hijau (10,6%), jalan 
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(8,09%), fasilitas umum (7,45%), perkantoran dan jasa (5,44%), 
daerah terbuka (4,72%), industri (3,87%), perkebunan (3,50%), 
perdagangan (2,50%), dan lain-lain (7%).  
Gambar 4. 2 Persentase Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 
2017 
            
Tabel 4. 2 Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2017 
No. Penggunaan Lahan 
Luas 
(Ha) 
1 Bangunan dan Pekarangan 7093 
2 Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma 1257 
3 Sawah 2955 
4 Lainnya 4645 
5 Pengembalaan Padang Rumput 9 
6 Lahan yang Belum Diusahakan 194 
7 Rawa-rawa (yang tidak ditanami) 116 
8 Tambak 1360 
9 Kolam/ Tebat/ Empang 1 
  Jumlah 176,3 
               Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2017 
Berdasarkan  rasio perbandingan penggunaan  lahan  terbangun 
dan tidak terbangun di grafik 2 dan tabel 4, maka dapat disimpulkan 
bahwa kawasan terbangun telah mencapai sekitar 77 % sedangkan 
sisanya sekitar 23 % merupakan kawasan tidak terbangun, baik ruang 
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terbuka maupun kawasan hijau. Oleh karena itu, pembangunan di Kota 
Makassar sangat perlu dikontrol agar rasio tersebut tetap antara 70 % 
kawasan terbangun dan 30 % kawasan tidak terbangun sesuai 
ketentuan perencanaan kota yang berwawasan lingkungan. 
Berdasarkan penggunaan lahan secara fisik binaan (terbangun) dan 
fisik alami (vegetasi) Kota Makassar dengan luas masing-masing 
penggunaan serta persentasenya terhadap luas kota tersebut dapat 
dilihat pada tabel 4.2 
b. Kondisi Demografi 
Kota Makassar sebagai pusat pergerakan di KTI (Kawasan Timur 
Indonesia) menjadi kota yang padat penduduk dan heterogen. 
Penduduk Kota Makassar pada tahun 2017 mencapai 1.440.591 jiwa 
dengan kepadatan penduduk sebesar 8.110,85 jiwa/ km
2
. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3sebagai berikut. 
              Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Makassar Tahun 2017 
No Kecamatan Jumlah (Jiwa) 
1 Kecamatan Biringkanaya 190.829 
2 Kecamatan Bontoala 55.937 
3 Kecamatan Makassar 84.014 
4 Kecamatan Mamajang 63.501 
5 Kecamatan Manggala 127.915 
6 Kecamatan Mariso 56.409 
7 Kecamatan Panakukang 142.308 
8 Kecamatan Rappocini 161.65 
9 Kecamatan Tallo 137.997 
10 Kecamatan Tamalate 186.921 
11 Kecamatan Tamalanrea 109.471 
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12 Kecamatan Ujung Pandang 28.053 
13 Kecamatan Ujung Tanah 48.531 
14 Kecamatan Wajo 31.947 
15 Kecamatan Sangkarrang 15.106 
  Total 1.440.591 
       Sumber : BPS Kota MakassarTahun 2017 
Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa sebaran penduduk di Kota 
Makassar dengan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya 
sebesar 190.829 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil 
terdapat di Kecamatan Sangkarrang yakni sebanyak 15.106 jiwa. 
Perkembangan penduduk Kota Makassar dari tahun ke tahun telah 
mengalami peningkatan. Faktor utamanya adalah urbanisasi penduduk baik 
tujuan untuk pendidikan maupun mencari pekerjaan, sehingga Kota 
Makassar menjadi semakin padat. Untuk mengetahui pertumbuhan 
penduduk Kota Makassar lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2011-2017 
No Tahun 
Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 
Pertumbuhan 
1 2012 1.352.136 - 
2 2013 1.408.072 55.936 
3 2014 1.148.312 -259.76 
4 2015 1.369.606 70.985 
5 2016 1.440.591 - 
          Sumber : BPS Kota Makassar Tahun 2017 
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Gambar 4. 3 Peta Administrasi Kota 
Makassar 
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B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada lokasi penelitian ini berada pada delinasi kawasan perdagangan yang 
telah ditetapkan pada RTRW Kota Makassar Tahun 2010 - 2030 sebagai pusat 
kota, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang menjadi pusat kota pada 
RTRW Kota Makassar yang memiliki peran fungsi sebagai kawasan 
perdagangan yakni Kecamatan Wajo, Tallo, Panakukang, Tamalate, dan 
Biringkanaya. 
    Tabel 4. 5 Luas dan Persentase Wilayah Delinasi Kawasan Perdagangan  
Per Kecamatan di Kota Makassar 
Kecamatan 
Luas 
Km2 
Persentase 
Tamalate 20.2 21.65 
Wajo 1.99 2.13 
Panakkukang 17.05 18.28 
Biringkanaya 48.22 51.69 
Tallo 5.83 6.25 
Total 93.29 100.00 
 
Berdasarkan data kependudukan pada wilayah yang masuk dalam delinasi 
kawasan perdagangan Kota Makassar pada Tahun 2016 bahwa Kecamatan 
Biringkanaya memilki penduduk terbesar sebanyak 201,520 jiwa dengan 
rincian laki-laki sebanyak 100,978 jiwa dan perempuan sebanyak 101,542 
jiwa dan jumlah penduduk yang terendah ada pada Kecamatan Wajo dengan 
jumlah penduduk sebanyak 194,493 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 
15,164 jiwa dan perempuan sebanyak 15,769 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut  
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Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Pada Wilayah Delinasi Kawasan Perdagangan 
Per Kecamatan di Kota Makassar 
Kecamatan 
Laki-Laki 
(jiwa) 
Perempuan 
(jiwa) 
Jumlah 
(jiwa) 
Tamalate 96,516 97,977 194,493 
Wajo 15,164 15,769 30,933 
Tallo 69,739 69,428 139,167 
Panakkukang 73,114 74,669 147,783 
Biringkanaya 100,978 101,542 202,520 
Total 355,511 359,385 714,896 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Tahun 2016 
C. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 
1. Pola Ruang Kota Makassar 
Pola Ruang merupakan alokasi pemanfaatan ruang yang pada 
prinsipnya merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumberdaya 
alam di suatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat 
memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Dalam 
filosofi ruangnya secara lebih tegas dinyatakan bahwa pola ruang adalah 
bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta 
karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Dalam pola ruang Kota 
Makassar ini membahas beberapa rencana yakni,  
a. Penetapan rencana pola ruang pada kawasan lindung di Kota 
Makassar, 
b. Penetapan rencana pola ruang pada kawasan budidaya di Kota 
Makassar yang terbagi dalam : 
1) Kawasan pusat kota 
2) Kawasan permukiman terpadu 
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3) Kawasan riset dan pendidikan tinggi terpadu 
4) Kawasan bandara terpadu 
5) Kawasan industri terpadu 
6) Kawasan pergudangan terpadu 
7) Kawasan maritim terpadu 
8) Kawasan pelabuhan terpadu 
9) Kawasan bisnis global terpadu 
10) Kawasan bisnis pariwisata terpadu 
11) Kawasan budaya terpadu 
12) Kawasan bisnis olahraga terpadu 
Misalkan pada kawasan yang menjadi kawasan industri terpadu dan 
bandara terpadu di Kota Makassar yang terdapat pada Kecamatan 
Biringkanaya. Memiliki luas administrasi 48,22 Km
2
 menjadikan salah 
satu Kecamatan yang ada di Kota Makassar yang terluas. Terdapat 
beberapa aktivitas atau kegiatan di Kecamatan ini yakni sebagai pusat 
industri di Kota Makassar dan sebagai kawasan bandara terpadu di Kota 
Makassar.  
Kawasan Industri yang ada di Kecamatan Biringkanaya memiliki luas 
7,63 Km
2
 dengan persentase 18.4%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel 4.7 berikut, 
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Tabel 4. 7 Luasan Penggunaan Lahan Pada Rencana Pola Ruang Kota 
Makassar di Kecamatan Biringkanaya 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Olahan Data GIS Pada RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030 
Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa pada kawasan industri yang ada di 
Kecamatan Biringkanaya ini memiliki luas 7.63 Km
2
 dengan persentase 
mencapai 15,83%, kawasan bandara memiliki luas 1,21 Km
2
 dengan 
persentase mencapai 2,52%, pada kawasan perdagangan memiliki luas 0.67 
Km
2
 dengan persentase mencapai 1,39%, mayoritas penggunaan fungsi 
kawasan adalah kawasan permukiman kepadatan rendah dengan luas 18,72 
No Penggunaan Lahan Luas Km
2 
Persentase % 
1 Danau 0.01 0.01 
2 Hutan Kota 0.00 0.01 
3 Industri 7.63 15.83 
4 Jalan 2.68 5.55 
5 Jalur Hijau 0.09 0.18 
6 Kawasan Bandara 1.21 2.52 
7 Kawasan Campuran Maritim 0.76 1.58 
8 Kawasan Khusus 0.22 0.46 
9 Perdagangan dan Jasa 0.67 1.39 
10 Perkantoran 0.39 0.81 
11 Permukiman Kepadatan Rendah 18.72 38.82 
12 Permukiman Kepadatan Sedang 6.32 13.10 
13 Pertanian 4.12 8.55 
14 Rencana Jalur Hijau 0.90 1.86 
15 Ruang Terbuka Hijau 0.83 1.72 
16 Sempadan Sungai 1.31 2.71 
17 SPU (Kesehatan) 0.05 0.10 
18 SPU (Olah Raga) 0.30 0.62 
19 SPU (Pendidikan) 1.27 2.63 
20 SPU (Peribadatan) 0.07 0.15 
21 SPU (Transportasi) 0.05 0.11 
22 Sungai 0.63 1.30 
23 Taman Kota 0.00 0.00 
Total 48.22 100 
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Km
2
 dengan persentase mencapai 38,82% dan masih kurangnya akan taman 
kota pada Kecamatan Biringkanaya ini. 
Tabel 4. 8 Luasan Penggunaan Lahan Pada Rencana Pola Ruang Kota 
Makassar di Kecamatan Panakkukang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Olahan Data GIS Pada RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030 
Dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa pada kawasan perdagangan yang ada di 
Kecamatan Panakkukang ini memiliki luas 1.71 Km
2
 dengan persentase 
mencapai 10.03%, mayoritas penggunaan fungsi kawasan adalah kawasan 
permukiman kepadatan sedang dengan luas 4.62 Km
2
 dengan persentase 
No Penggunaan Lahan Luas Km
2 
Persentase % 
1 Industri 0,06 0,35 
2 Jalan 1,38 8,09 
3 Jalur Hijau 0 0,00 
4 Kawasan Campuran 1,39 8,15 
5 Kawasan Khusus 0,91 5,34 
6 Perdagangan dan Jasa 1,71 10,03 
7 Perkantoran 0,55 3,23 
8 Perkebuan 1,52 8,91 
9 Permukiman Kepadatan Rendah 0,71 4,16 
10 Permukiman Kepadatan Sedang 4,62 27,10 
11 Permukiman Kepadatan Tinggi 1,41 8,27 
12 Peternakan 0 0,00 
13 Ruang Terbuka Hijau 0 0,00 
14 Sempadan Sungai 0,26 1,52 
15 SPU (Kesehatan) 0,09 0,53 
16 SPU (Olah Raga) 0,02 0,12 
17 SPU (Pendidikan) 0,96 5,63 
18 SPU (Peribadatan) 0 0,00 
19 Sungai 0,47 2,76 
20 Taman 0,72 4,22 
21 Taman Kota 0,27 1,58 
Jumlah 17,05 100 
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mencapai 27.10% dan masih kurangnya akan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur 
Hijau di Kecamatan Panakkukang ini. 
Tabel 4. 9 Luasan Penggunaan Lahan Pada Rencana Pola Ruang Kota 
Makassar di Kecamatan Wajo 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Olahan Data GIS Pada RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030 
Dilihat pada tabel 4.9 bahwa pada kawasan perdagangan yang ada di 
Kecamatan Wajo ini memiliki luas 0.67 Km
2
 dengan persentase mencapai 
33.67%, mayoritas penggunaan fungsi kawasan adalah penggunaan pada jalan 
dengan luas 0.69 Km
2
 dengan persentase mencapai 33.67% dan masih 
kurangnya akan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau di Kecamatan Wajo. 
 
 
 
 
No Penggunaan Lahan Luas Km Persentase 
1 Jalan 0,69 34,67 
2 Perdagangan dan Jasa 0,67 33,67 
3 Perkantoran 0,07 3,52 
4 Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi 0,1 5,03 
5 Permukiman Kepadatan Tinggi 0,2 10,05 
6 SPU (Kesehatan) 0,02 1,01 
7 SPU (Pendidikan) 0,04 2,01 
8 SPU (Peribadatan) 0 0,00 
9 SPU (Transportasi) 0,18 9,05 
10 Taman Kota 0,02 1,01 
Jumlah 1,99 100 
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Tabel 4. 10 Luasan Penggunaan Lahan Pada Rencana Pola Ruang Kota 
Makassar di Kecamatan Tallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Sumber : Olahan Data GIS Pada RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030 
Dilihat pada tabel 4.10 bahwa pada kawasan perdagangan yang ada di Kecamatan 
Tallo ini memiliki luas 0.07 Km
2
 dengan persentase mencapai 1.18%, mayoritas 
penggunaan fungsi kawasan adalah lahan untuk sebagai rencana pada kawasan 
lindung dengan luas 1.91 Km
2
 dengan persentase mencapai 32.68%. 
 
 
No Penggunaan Lahan Km
2 
Persentase % 
1 Industri 0,23 3,97 
2 Jalan 0,33 5,72 
3 Perdagangan dan Jasa 0,07 1,18 
4 Perkantoran 0,10 1,70 
5 Permukiman Kepadatan Rendah 1,03 17,59 
6 Permukiman Kepadatan Sedang 0,12 2,08 
7 Permukiman Kepadatan Tinggi 1,41 24,16 
8 Rencana Kawasan Lindung 1,91 32,68 
9 Ruang Terbuka Hijau 0,16 2,76 
10 Sempadan Danau 0,04 0,75 
11 Sempadan Sungai 0,29 5,03 
12 Situ/Danau/Empang 0,07 1,19 
13 SPU (Peribadatan) 0,01 0,22 
14 TPU 0,06 0,95 
Jumlah 5,83 100 
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Tabel 4. 11 Luasan Penggunaan Lahan Pada Rencana Pola Ruang Kota 
Makassar di Kecamatan Tamalate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Olahan Data GIS Pada RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030 
Pada tabel 4.11 bahwa pada kawasan perdagangan yang ada di Kecamatan 
Tamalate ini memiliki luas 2.21 Km
2
 dengan persentase mencapai 11.06%, 
mayoritas penggunaan fungsi kawasan adalah sektor dari pemanfaatan lahan 
pada kawasan permukiman kepdatan tinggi dengan luas 4.08 Km
2
 dengan 
persentase mencapai 20.40%. 
No Penggunaan Lahan Luas Km Persentase 
1 Jalan 1,08 5,38 
2 Kanal 0,27 1,36 
3 Kawasan Campuran 1,26 6,32 
4 Pariwisata 0,30 1,50 
5 Perdagangan dan Jasa 2,21 11,06 
6 Perikanan 0,03 0,17 
7 Perkantoran 0,23 1,16 
8 Perlindungan Setempat 0,02 0,10 
9 Permukiman Kepadatan Sangat Rendah 0,32 1,61 
10 Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi 0,11 0,57 
11 Permukiman Kepadatan Sedang 3,11 15,51 
12 Permukiman Kepadatan Tinggi 4,08 20,40 
13 Pertanian 1,63 8,12 
14 SPU (Kesehatan) 0,08 0,40 
15 SPU (Olah Raga) 0,60 3,00 
16 SPU (Pendidikan) 0,72 3,62 
17 SPU (Peribadatan) 0,13 0,64 
18 SPU (Sosial dan Budaya) 0,13 0,64 
19 SPU (Transportasi) 0,00 0,02 
20 Sungai 2,02 10,10 
21 Taman Kota 1,66 8,30 
Jumlah 20,02 100 
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Namun, semakin meningkatnya aktivitas di kawasan ini dan di dukung 
dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kawasan 
perdaganagan di beberapa Kecamatan pada Kota Makassar ini maka semakin 
meningkat pula akan keterbutuhannya, banyaknya pengunjung yang datang di 
kawasan pusat kota ini menjadikan pusat kota akan mengalami masalah-
masalah seperti, pengingkatan akan alih fungsi bangunan yang ada menjadi 
bangunan untuk usaha/ berdagang, penurunan akan kualitas udara dikarenakan 
bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan volume kendaraan yang 
menyebabkan akan kemacetan, kurangnya lahan parkir sehingga memakai 
bahu jalan sebagai tempat parkir dan juga akan menyebabkan kemacetan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta rencana pola ruang Kota 
Makassar. 
  
 
Gambar 4. 4 Peta Rencana Pola Ruang 
Kota Makassar 
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2. Struktur Ruang Kota Makassar 
Perkembangan kawasan perdagangan pada delinasi kawasan 
perdagangan kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini memberi 
pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. 
Dengan terbukanya ruang - ruang ekonomi (pasar, perdagangan) baru 
dalam wilayah yang ada di Kota Makassar dan merupakan salah satu 
sentra distribusi utama dari jalur perdagangan di Kawasan Timur 
Indonesia karna tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi 
wilayah Makassar saja. Dalam hal ini dapat dilihat dari delinasi kawasan 
perdagangan yang memuat beberapa kecamatan yang ada di Kota 
Makassar seperti kawasan perdagangan di Kecamatan Wajo, Kecamatan 
Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan 
Tamalate. Penetapan kawasan perdagangan dalam struktur ruang kota 
Makassar sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) ataupun Pusat Kota 
menjadikan wilayah kecamatan ini sebagai wilayah produktif yang mampu 
membantu untuk peningkatan ekonomi wilayah. Penetapan ini berdasarkan 
kondisi realita yang ada pada penggunaan ataunpun fungsi dari bangunan 
tersebut serta dari potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.  
Setiap kecamatan yang termuat dalam delinasi kawasan perdagangan 
di Kota Makassar memiliki struktur ruang masing-masing, memiliki 
identifikasi yang berbeda - berbeda dan menjadikan lokasi tersebut sebagai 
pusat dari perdagangan sehingga menjadikan daya tarik bagi masyarakat 
untuk berbelanja. Adapun identifikasi dari struktur ruang yang ada pada 
 
83 
 
kawasan perdagangan yang termuat dalam delinasi dapat dilihat pada tabel 
berikut, 
Tabel 4. 12 Identifikasi Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan  
No Kecamatan 
Fasilitas 
Perdagangan 
Cakupan 
Pelayanan 
Pengunjung Nilai Keterangan 
1 Wajo 
Pasar Butung Primer Banyak 5 
 Harga yang terjangkau murah 
 Terdapat pada Pusat Kota 
 Memiliki akses ke semua 
wilayah
 
 Luas kawasan yang cukup luas 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung dari 
berbagai daerah
 
Sentral
 
Lokal Sedang 3 
 Harga yang terjangkau murah 
 Terdapat pada Pusat Kota 
 Jarak yang tidak terlalu jauh  
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
MTC Sekunder Sedang 3 
 Perdagangan campuran 
 Terdapat pada Pusat Kota 
 Jarak yang tidak terlalu jauh  
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
Karebosi Link Sekunder Sedang 3 
 Terdapat pada Pusat Kota 
 Jarak yang tidak terlalu jauh  
 Luas kawasan yang  luas 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
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Jumlah 14 
2 Panakkukang 
Mall 
Panakkukang 
Primer Banyak 5 
 Harga yang normal 
 Merupakan perdagangan 
dengan barang campuran
 
 Terdapat pada kawasan 
perdagangan Kec. Panakkukang
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh 
dari Kota 
 
 Luas kawasan yang luas 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung dari 
berbagai daerah baik itu dalam 
kota maupun luar kota
 
Ramayana Primer Banyak 5 
 Harga yang terjangkau murah 
 Terdapat pada Pusat Kota 
 Jarak yang tidak terlalu jauh 
dari kota
 
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
Pasar 
Toddopuli 
Lokal Sedang 3 
 Harga yang terjangkau murah 
 Merupakan perdagangan 
dengan sistem penjualan di 
pasar
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh  
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari sekitaran 
lokasi tersebut
 
Carefour Sekunder Sedang 3 
 Harga yang normal 
 Terdapat pada kawasan 
perdagangan
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh 
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
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terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
Jumlah 16 
3 Tallo 
Pasar 
Panampu 
Lokal Sedang 3 
 Harga yang terjangkau murah 
 Merupakan perdagangan 
dengan sistem penjualan di 
pasar
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh  
 Luas kawasan yang termasuk 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari sekitaran 
wilayah itu sendiri
 
Jumlah 3 
4 Tamalate 
GTC Sekunder Kurang 1 
 Harga yang mahal 
 Merupakan perdagangan 
campuran
 
 Jarak yang terlalu jauh dari 
Kota dan permukiman
 
 Luas kawasan yang terlalu luas 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung yang 
sedikit dan  hanya sebagian 
besar dari dalam kota
 
Trans Studio 
Makassar 
Primer Banyak 5 
 Harga yang normal 
 Merupakan perdagangan 
campuran
 
 Jarak yang jauh dari Kota 
 Luas kawasan yang terlalu luas 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung dari 
berbagai daerah baik itu dalam 
daerah maupun luar daerah
 
Indo Mode Sekunder Sedang 3 
 Harga yang terjangkau murah 
 Terdapat pada kawasan 
perdagangan
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 Jarak yang tidak terlalu jauh 
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
Jumlah 9 
5 Biringkanaya 
Daya Grand 
Square 
Primer Banyak 5 
 Harga yang normal 
 Terdapat pada kawasan 
strategis perdagangan
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh 
dari permukiman maupun 
bandara
 
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
Pasar Daya Lokal Sedang 3 
 Harga yang terjangkau murah 
 Terdapat pada kawasan 
perdagangan
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh 
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
 
  Transmart Primer Banyak 5 
 Harga yang normal 
 Merupakan perdagangan 
campuran
 
 Jarak yang tidak terlalu jauh 
dari permukiman maupun 
bandara
 
 Luas kawasan yang tidak terlalu 
luas
 
 Mempunyai sumbangsi 
terhadap peningkatan ekonomi 
wilayah
 
 Jumlah pengunjung hanya 
sebagian besar dari dalam kota
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Jumlah 13 
 Sumber : Hasil Observasi dan Pengamatan Pada Lokasi Pusat Perdagangan pada Kawasan Perdagangan di 
Kota Makassar Tahun 2017 – 2018 
 
 Keterangan : 
 Nilai 5 : Kategori Banyak,   (Baik indeks nilai 80 – 100) 
 Nilai 3 : Kategori Sedang,  (Sedang indeks nilai 40 – 70) 
Nilai 1 : Kategori Kurang,   (Buruk indeks nilai 10 -30) 
 
Tabel 4. 13 Indeks Nilai Pada Kawasan Perdagangan 
No Kecamatan Nilai 
1 Wajo  14 
2 Panakkukang 16 
3 Tallo 3 
4 Tamalate 9 
5 Biringkanaya 13 
Jumlah 55 
Indeks Nilai Sedang 
                  Sumber : Hasil Olahan Pada Pemberian Indeks Nilai Kawasan Perdagangan 
Kesesuaian pemanfataan ruang pada rencana ataupun konsep yang telah 
ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang wilayah Kota Makassar yang 
terkandung didalam rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang 
merupakan suatu tindakan yang mampu membantu pemerintah didalam 
penerapan ataupun implementasi guna mewujudkan kota yang aman, nyaman 
dan berkelajutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini, 
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Gambar 4. 5 Peta Rencana Struktur  Ruang 
Kota Makassar 
Gambar 4. 6 Pola Pergerakan/Model 
Struktur Ruang Kawasan Perdagangan 
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Pada Pola Pergerakan Sruktur Ruang Kawasan Perdagangan di Kota 
Makassar berdasarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makasar 
bahwa mempunyai type atau model pelayanan atau cakupan yakni type Mono 
centered yang mana bahwa terdiri dari satu pusat yakni pada Kecamatan Wajo 
dan beberapa sub pusat yang tidak saling terhubung antara sub pusat yang satu 
dengan sub pusat yang lain yakni pada Kecamatan yang berada pada sekitaran 
Kecamatan Wajo, seperti Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakkukang, 
Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tallo.  
D. Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan di Kota Makassar 
1. Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan di Kecamatan Wajo 
Struktur ruang yang ada pada kawasan perdagangan di Kecamatan 
Wajo saat ini, dapat diidentifikasi dengan empat kelompok, yaitu 1, Pasar 
butung adalah salah satu pasar yang ada di Kota Makassar khusunya di 
Kecamatan Wajo, miliki luas bangunan 10.76 m2 dan memiliki lantai 
bangunan sebanyak 5 lantai. Banyak masyrakat yang berbelanja di pasar 
butung ini baik itu yang bertempat tinggal di Kota Makassar ataupun yang 
datang dari luar Kota Makassar, seperti masyrakat yang bertempat tinggal 
di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Harga yang 
tergolong murah dan berkualitas sehingga menjadikannya daya tarik bagi 
para pengunjung untuk singgah dan berbelanja di pasar butung ini. 2, 
Central merupakan salah satu centre atau pusat dari kegiatan perdagangan 
yang ada di sekitaran wilayah Kecamatan Wajo dan Kecamatan lainnya. 
Memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung sehingga memiliki 
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perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan yang ada di 
Kota Makassar dan semakin meningkatnya akan keterbutuhan masyarakat 
di Kota Makassar. Bermacam-macam aktivitas perdagangan yang ada di 
central ini dan memiliki harga barang yang tergolong murah sehingga 
mampu untuk menarik perhatian bagi masyarakat yang bertempat tinggal 
di Kota Makassar maupun yang berada di luar Kota Makassar seperti 
mayarakat yang ada di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten 
Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng 
dan Kabupaten Bulukumba. 3, MTC Berdiri pada tanggal 15 Oktober 
Tahun 2003, Makassar Trade Centre (MTC) adalah salah satu bangunan 
yang difungsikan untuk melakukan aktivitas perdagangan (jual-beli) 
dengan memiliki luas bangunan sekitar 3.55 m2 dan memiliki lantai 
bangunan 6 lantai, yang manatiap-tiap lantai memiliki jual beli barang 
yang berbeda-beda seperti, lantai untuk jual beli pakaian, lantai 2, 3 dan 
lantai 4 jual beli barang elektronik (handphone),  
Tabel 4. 14 Identifikasi Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan  
di Kecamatan Wajo 
No Kecamatan 
Luas 
Kecamatan 
Km
2 
Luas 
Delinasi 
Km
2
 
Identifikasi Struktur Ruang 
1 Wajo 1.99 0,79 
Pasar Butung (10.76 m
2) 
Sentral (77.04 m
2) 
MTC (3.55 m
2
) 
Karebosi Link (50.23 m
2
) 
Sumber : Hasil Delinasi Kawasan Perdagangan Tahun 2018 
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2. Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan di Kecamatan 
Panakkukang 
Delinasi kawasan perdagangan yang terdapat pada Kecamatan 
Panakkukang dapat diidentifikasi dengan beberapa lokasi/tempat yang 
menjadi pusat didalam kegiatan perdagangan, dapat dilihat dari banyaknya 
pengunjung atau masyarakat yang berdatangan pada lokasi tersebut, baik 
itu masyarakat lokal Makassar itu sendiri maupun non lokal. Pemanfaatan 
kawasan berdasarkan rencana struktur ruang ataupun pola ruang yang 
terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang baik 
sehingga membuat kawasan ini berkembang secara pesat, misalnya adanya 
pusat perdagangan Mall Panakkukang yang menjadi salah satu tujuan 
masyrakat didalam berbelanja sehingga dengan semakin berkembanganya 
Mall Panakkukang ini, maka muncullah beberapa perdagangan yang juga 
dapat menjadi daya tarik bagi masyrakat seperti, pasar segar, pasar 
toddopuli, Carefour dan perdagangan lainnya yang berkembang secara 
pesat. Dengan semakin berkembanganya kawasan perdagangan yang ada 
di sekitaran Mall Panakkukang ini muncullah beberapa masalah seperti, 1. 
Gambar 4. 7 Kawasan Perdagangan di 
Kecamatan Wajo 
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Peningkatan akan volume kendaraan sehingga menyebabkan kemacaten, 
2. Minimnya akan ruang terbuka hijau pada kawasan ini, 3. Terbatasnya 
lahan parkir sehingga memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat parkir, 4. 
Banyaknya perubahan alih fungsi bangunan, 5. Kurang tertibnya akan 
aturan lalu lintas. 
Tabel 4. 15 Identifikasi Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan  
di Kecamatan Panakukang 
No Kecamatan 
Luas 
Kecamatan 
Km
2 
Luas 
Delinasi 
Km
2
 
Identifikasi Struktur Ruang 
1 Panakkukang 17.05 9,23 
Mall Panakkukang (98.86 m
2
) 
Pasar Segar (18.70 m
2
) 
Pasar Toddopuli (8.70 m
2
) 
Carefour (10.16 m
2
) 
Sumber : Hasil Delinasi Kawasan Perdagangan Tahun 2018 
 
 
3. Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan di Kecamatan Tallo 
Kecamatan Tallo merupakan salah satu Kecamatan yang 
mempunyai rencana struktur ruangnya sebagai salah satu pusat kota yang 
ada di Kota Makassar. Memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas 
sekitar 5,83 Km
2
, memiliki wilayah yang hampir sepenuhnya 
Gambar 4. 8 Kawasan Perdagangan di 
Kecamatan Panakkukang 
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dimanfaatkan sebagai perdagangan dan menjadi kegaiatan utama yakni 
perdagangan, pusat kegiatan perdagangan salah satunya adalah pasar 
panampu, pasar panampu adalah pasar yang terletak di Kelurahan 
Panampu, Kecamatan Tallo. Semakin berkembangya kawasan 
perdagangan yang ada pada pasar panampu ini maka berkembang pula 
keterbutuhan akan fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Namun, dengan 
pesatnya perkembangan di pasar ini menjadikannya bangunan yang ada di 
pinggir jalan kompleks pasar ini berkembang pula dan lebih ramai di 
kunjungi dibanding kegiatan didalam pasar itu sendiri sehingga 
menimbulkan beberapa masalah seperti tidak teraturnya bangunan ruko 
pada jalan kompleks pasar, parkiran yang tidak beraturan dan 
menggunakan bahu jalan, kemacetan disepanjang jalan kompleks pasar ini 
dan membuat kawasan ini lebih nampak akan kekumuhannya. 
Tabel 4. 16 Identifikasi Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan  
di Kecamatan Tallo 
No Kecamatan 
Luas 
Kecamatan 
Km
2 
Luas 
Delinasi 
Km
2
 
Identifikasi Struktur Ruang 
1 Tallo 5.83 2,37 Pasar Panampu (30.11 m
2
) 
Sumber : Hasil Delinasi Kawasan Perdagangan Tahun 2018 
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4. Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan di Kecamatan 
Tamalate 
Kecamatan Tamalate diperuntukan dalam rencana struktur ruang 
Kota Makassar sebagai Sub Pusat Kota di wilayah pesisir barat Kecamatan 
Tamalate. Yang mempunyai beberapa kawasan perdagangan yang terletak 
di area dekat selat Makassar, seperti GTC, Trans Studio Makassar (TSM) 
dan wilayah timur Kecamatan Tamalate yaitu Indo Mode yang merupakan 
salah satu tujuan pengunjung didalam berbelanja baik itu pengunjung lokal 
ataupun pengunjung dari daerah lain maupun luar daerah.  
Tabel 4. 17 Identifikasi Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan  
di Kecamatan Tamalate 
No Kecamatan 
Luas 
Kecamatan 
Km
2 
Luas 
Delinasi 
Km
2
 
Identifikasi Struktur Ruang 
1 Tamalate 20.2 8,63 
GTC (55.39 m
2
) 
Trans Studio Makassar (97.42 
m
2
) 
Indo Mode (2.51 m
2
) 
Sumber : Hasil Delinasi Kawasan Perdagangan Tahun 2018 
 
 
Gambar 4. 9 Kawasan Perdagangan di 
Kecamatan Tallo 
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5. Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan di Kecamatan 
Biringkanaya 
Ditinjau dari Rencana struktur ruang Kota Makassar, Kecamatan 
Biringkanaya ditetapkan sebagai kawasan industri dan bandara. Dengan 
kawasan perdagangan yang menjadi sebagai kawasan penunjang pada 
kecamatan ini. Adapun untuk fasilitas perdagangan yaitu terdiri Daya 
Grand Square, Pasar daya dan bangunan – bangunan ruko yang menjadi 
pusat perbelanjaan masyarakat serta terdapatnya beberapa fasilitas di 
dalam pengembangan kawasan perdagangan seperti terminal daya yang 
berfungsi sebagai sarana di dalam aksebilitas. 
Tabel 4. 18 Identifikasi Struktur Ruang Delinasi Kawasan Perdagangan  
di Kecamatan Biringkanaya 
No Kecamatan 
Luas 
Kecamatan 
Km
2 
Luas 
Delinasi 
Km
2
 
Identifikasi Struktur Ruang 
1 Biringkanaya 48.22 9,11 
Daya Grand Square 
Pasar Daya 
Sumber : Hasil Delinasi Kawasan Perdagangan Tahun 2018 
Gambar 4. 10 Kawasan Perdagangan di 
Kecamatan Tamalate 
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Tabel 4. 19 Jumlah Fasilitas Perdagangan 
No Kecataman 
Fasilitas 
Pertokoan Ruko Pasar Jasa Campuran Aksesbilitas 
1 Kec Wajo 173 150 3 32 13 1 
2 Kec Panakkukang 187 192 3 83 51 1 
3 Kec Tallo 98 74 2 37 17 1 
4 Kec Biringkanaya 177 189 3 78 41 1 
5 Kec Tamalate 101 109 2 66 34 1 
Jumlah 736 714 13 296 156 5 
Sumber : Hasil Survey Kawasan Perdagangan Tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 11 Kawasan Perdagangan di 
Kecamatan Biringkanaya 
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E. Tranportasi Kota Makassar 
Kota Makassar mempunyai tiga akses utama yang diklasifikasikan sebagai 
jaringan jalan primer, yaitu: (1) Jalan Perintis Kemerdekaan (arteri primer), 
yang menghubungkan akses ke Kota/Kabupaten bagian Timur wilayah 
Sulawesi Selatan; (2) Jalan Tol Ir. Sutami, yang menghubungkan akses ke 
kota/kabupaten di wilayah barat (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat); serta 
(3) Jalan Sultan Alauddin (arteri primer), yang menghubungkan akses ke 
kota/kabupaten di bagian Selatan wilayah Sulawesi Selatan (Gambar 5). 
Kedua jaringan jalan arteri primer tersebut seharusnya menghubungkan 
antarpusat kegiatan nasional atau antarpusat kegiatan nasional dengan pusat 
kegiatan wilayah. Namun, saat ini jalan-jalan ini hanya berfungsi sebagai 
pusat pelayanan kantong-kantong perumahan yang terbangun tidak teratur, 
menyebar, kepadatan rendah, dan tanpa dilengkapi sarana prasarana pelayanan 
yang baik. Bentuk model perkembangan kota tersebut adalah urban sprawl, 
yang merupakan suatu proses perluasan atau pemekaran kegiatan perkotaan 
seperti adanya lokasi perdagangan ke wilayah suburban dengan pola 
perkembangan secara tidak teratur. Walaupun demikian proses tersebut 
bersifat positif karena telah memindahkan sebagian penduduk dari tempat 
berkepadatan tinggi pada wilayah urban ke wilayah suburban. Pola 
pembangunan dengan cara tersebut berpengaruh kuat pada mobilitas 
penduduk ke kota, yaitu menimbulkan peningkatan jumlah lalulintas pada 
poros jalan arteri primer. 
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Kawasan perdagangan yang merupakan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) 
dan dilayani oleh jaringan jalan lokal primer. Beberapa kawasan perdagangan 
yang memiliki PKL dihubungkan dengan jalan kolektor primer, seperti Daya 
Grand Square dan Pasar Daya yang dilayani oleh jaringan jalan kolektor 
primer ini seharusnya dikembangkan menjadi pusat kegiatan wilayah. 
Nampak di sini bahwa struktur penggunaan lahan belum terpadu dengan 
struktur dari klasifikasi jaringan jalan. Beberapa sarana yang tersedia didalam 
menunjang aksesbiltas di Kota Makassar, seperti adanya Terminal Daya di 
Kecamatan Biringkanaya, Terminal Malengkeri di Kecamatan Tamalate dan 
Terminal Pasar Butung di Kecamatan Wajo. 
Tabel 4. 20 Hubungan Antara Pusat Pelayanan Kota dengan Sistem Jaringan 
Jalan Primer 
 
F. Pola Pergerakan Barang Domestik di Kawasan Perdagangan Kota 
Makassar 
Pola pergerakan barang domestik yang beredar pada kawasan perdagangan 
di Kota Makassar telah disediakan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa 
pengirim barang logistik. Barang logistic yang masuk melalui udara melalui 
Kriteria 
Standar Kondisi 
Keterangan 
PKN 
PK
W 
PKL 
PKN
PKW 
PKL 
PKN arteri arteri lokal 
  
Kluster-kluster 
perumahan yang ada, 
belum terpadu dengan 
kebutuhan pusat 
pelayanan dan 
jaringan kebutuhan 
penduduk 
PKW arteri 
kolek
tor 
kolektor 
 
kolektor 
PKL lokal lokal lokal 
 
lokal 
 
100 
 
pesawat logistic yang kemudian diturunkan di bandara sultan hasanuddin 
kemudian di bawa ke gudang barang domistik. Dari gudang inilah baru 
dilakukan pengirim barang ke segala tujuan melalui transportasi darat. Hal 
demikian pula yang dilakukan didalam pengiriman barang domestic melalui 
laut dengan menggunakan kapal laut, berhenti di pelabuhan soekarno hatta 
kemudian dibawa ke gudung pengumpul barang domestic kemudian barulah 
diantar ke segala tujuan pengiriman baik itu wilayah Kota Makassar maupun 
luar Kota Makassar 
Khususnya pada wilayah Kecamatan Panakkukang terdapat beberapa 
lokasi pengumpul barang domistik yang kemudian diperjual belikan didalam 
kawasan perdagangan, seperti lokasi pengumpul barang domestic di Mall 
Panakukang, Carrefour, Pasar Toddopuli dan Pasar Segar. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada pola pergerakan barang domestic di Kawasan 
Perdagangan di Kecamatan Panakkukang 
   
 
Sumber : Hasil Observasi dan Survey Lapangan Tahun 2018 
Gambar 4. 13 Pola Pergerakan Barang Domestik di 
Kawasan Perdagangan di Kecamatan Panakukang 
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G. Analisis 
1. Pergeseran Struktur Ruang Kawasan Perdagangan di Kota Makassar 
Untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah yakni 
menggunakan analisis skalogram dimana dengan metode skalogram kita 
bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang bagaimana 
struktur fungsi/ fasilitas pelayanan, sosial ekonomi yang terdapat pada 
berbagai tingkatan perkotaan/ pusat pelayanan dan bagaimana pola 
tersebut melayani kebutuhan penduduk di wilayah yang di tinjau. Dengan 
kata lain metode ini dapat digunakan untuk mengelompokan satuan 
permukiman berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang 
dimilikinya, serta menentukan jenis dan keragaman pelayana dan fasilitas 
yang terdapat pada pusat – pusat pelayanan dengan berbagai tingkatan. 
Berikut ini ilustrasi matriks Skalogram 
Metode perhitungan indekx tingkat perkembangan wilayah 
digunakan untuk membandingkan tingkat atau derajat perkembangan sub-
wilayah yang terdapat pada suatu wilayah dengan menggunakan beberapa 
indicator sosial-ekonomi dapat kita lihat sebagai berikut : 
Tabel 4. 21 Skalogram Kawasan Perdagangan 
No Kawasan Jenis Pelayanan  
1 2 3 4 5 6 
1 Kec. Wajo X X X   X 
2 Kec. Panakkukang X X  X X X 
3 Kec. Tallo  X X X  X 
4 Kec. Biringkanaya  X X X X X 
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Sumber: Kawasan Perdagangan Kota Makassar dan diolah  berdasarkan hasil survey 
Keterangan 
1. Pertokoan 
2. Ruko 
3. Pasar 
4. Jasa 
5. Campuran 
6. Aksesbilitas/Transportasi 
 
Tabel 4. 22 Skalogram Kawasan Perdagangan 
No Kawasan Jenis Pelayanan  
2 6 3 4 5 1 
1 Kec. Wajo X X X   X 
2 Kec. Panakkukang X X  X X X 
3 Kec. Tallo X X X X   
4 Kec. Biringkanaya X X X X X  
5 Kec. Tamalate X X   X X 
  Sumber: Kawasan Perdagangan Kota Makassar dan diolah  berdasarkan hasil survey 
Jumlah fungsi yang ikut dianalisis dengan metode ini bervariasi dari 
suatu wilayah ke wilayah lainnya, serta tergantung pada justifikasi 
perencanaan tentang fungsi apa saja yang paling penting untuk menentukan 
derajat sentralisasi suatu struktur ruang dalam kawasan perdagangan. 
Tabel 4. 23 Indeks Sentralitas Terbobot 
No 
Kawasan 
Jenis Pelayanan  Total 
1 2 3 4 5 6 
1 Kec. Wajo 1 1 1 0 0 1 4 
2 Kec. Panakkukang 1 1 0 1 1 1 5 
3 Kec. Tallo 0 1 1 1 0 1 4 
4 Kec. Biringkanaya 0 1 1 1 1 1 5 
5 Kec. Tamalate 1 1 0 0 1 1 4 
Jumlah Fungsi 5 5 3 3 3 3 22 
5 Kec. Tamalate X X   X X 
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Sentralitas Terbobot 100 100 100 100 100 100  
Bobot 20.00 20.00 33.33 33.33 33.33 33.33  
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018 
Tabel 4. 24 Perhitungan Analisis Terbobot 
No Kawasan Jenis Pelayanan  Total 
2 6 3 4 5 1 
1 Kec. Wajo 20.00 20.00 33.33 0 0 33.33 106.66 
2 Kec. Panakkukang 20.00 20.00 33.33 33.33 33.33 33.33 173.32 
3 Kec. Tallo 20.00 20.00 33.33 33.33 0 0 106.66 
4 Kec. Biringkanaya 20.00 20.00 33.33 33.33 33.33 0 139.99 
5 Kec. Tamalate 20.00 20.00 0 0 33.33 33.33 106.66 
  Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018  
Dari hasil analisis maka dapat di tentukan pusat struktur ruang pada 
kawasan perdagangan dimana pusat di tentukan oleh jumlah fasilitas yang 
tersedia pada kawasan perdagangan tersebut, sehingga dapat diketahui 
hasil sebagai berikut : 
Pusat 1  =  Kawasan Perdagangan di Kecamatan Panakkukang 
Pusat II =  Kawasan Perdagangan di Kecamatan Biringkanaya 
Pusat III = Kawasan Perdagangan di Kecamatan Wajo, Kecamatan 
Tallo dan Kecamatan Tamalate 
Dari penjelasan struktur ruang perdagangan di Kota Makassar 
menjelaskan bahwa adanya perubahan ataupun pergeseran struktur ruang 
kawasan perdagangan yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Makassar dengan struktur ruang hasil dari observasi lapangan 
sehingga menjadikan Pusat I Kawasan Perdagangan yang ada pada 
Kecamatan Wajo sekarang berada pada Kecamatan Panakkukang, Pusat II 
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Kawasan Perdagangan yang di Kecamatan Panakkukang sekarang berada 
pada Kecamatan Biringkanaya dan Pusat III Kawasan Perdagangan yang 
di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalate 
sekarang berada pada Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo dan Kecamatan 
Tamalate. Pergeseran ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor salah 
satunya meningkatnya pembangunan ruko ataupun toko yang berfungsi 
sebagai perdagangan dan penyedia jasa. 
Pada hasil analisis skalogram pada kawasan perdagangan di Kota 
Makassar yang dapat dilihat pada gambar peta diatas bahwa model 
struktur ruang kawasan perdagangan merupakan type model Multi nodal 
yang merupakan terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat dan sub sub 
pusat yang saling terhubung satu sama lain. Sub sub pusat selain 
terhubung langsung dengan sub pusat juga terhubung langsung dengan 
pusat.  
2. Wujud Struktur Ruang Kawasan Perdagangan di Kota Makassar 
 Wujud struktur ruang merupakan hasil dari penataan ruang pada 
kawasan perdagangan di Kota Makassar. Hasil analisis pada kajian 
struktur kawasan perdagangan di Kota Makassar yang berdasarkan pada 
observasi lapangan dapat diketahui bahwa adanya pergeseran pada 
struktur ruang kawasan perdagangan di dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Makassar dengan kondisi struktur ruang pada saat ini. 
Perwujudan dari struktur ruang kawasan perdagangan di Kota 
Makassar yang dapat dilihat pada gambar peta bahwa model struktur ruang 
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kawasan perdagangan merupakan type model Multi nodal yang merupakan 
terdiri dari satu pusat yakni Kecamatan Panakkukang dan beberapa sub 
pusat yakni pada Kecamatan Biringkanaya dan sub sub pusat yakni pada 
Kecamatan Wajo, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tallo yang saling 
terhubung satu sama lain. Sub sub pusat selain terhubung langsung dengan 
sub pusat juga terhubung langsung dengan pusat.  
Permodelan seperti ini merupakan kesimpulan ataupun hasil dari 
keterkaitan analisis skalogram dengan kondisi saat ini yang mana bahwa 
ketersediaan fasilitas-fasilitas baik itu sarana dan prasarana, infrastruktur 
dan aksesbiltas pada pusat memiliki nilai ataupun skoring tertinggi 
sehingga menjadikannya sebagai pusat dengan kriteria mampu melayani 
atau mencakupi untuk wilayah yang lainnya, adapun sub pusat ataupun 
sub-sub pusat merupakan wilayah yang memiliki nilai atau skoring 
dibawah dari nilai pusat sehingga hubungannya ke pusat secara langsung 
dan antar sub pusat saling terhubung dengan sub pusat lainnya. 
 
106 
 
  
G
am
b
ar
 4
. 1
4
 W
u
ju
d
 A
ra
h
 P
e
rg
es
er
an
 P
o
la
 S
tr
u
kt
u
r 
R
u
an
g 
K
aw
as
an
 P
er
d
ag
an
ga
n
 K
o
ta
 M
ak
as
sa
r 
 
107 
 
H. Integrasi Keislaman 
1. Keterkaitan Struktur Ruang dalam Perspektif Islam 
Terkadang kebijakan Pembangunan tata ruang yang tidak didasari 
dengan hati nurani dan tidak berpedomana pada ajaran Islam kedepannya 
akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak 
kasus-kasus Tata Ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana 
pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, dan 
bencana. 
Konsep perencanaan Tata ruang didalam Islam sudah lama terkonsep 
dengan baik terbukti bahwa adanya bangunan bernuansa Islam misalnya di 
Majene sendiri terdapat situs Masjid tua di Lingkungan Salabose 
Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae dan di Negara luar misalnya di 
Iskandariah, Madinah, Andalusia ( Spanyol), Basrah, Kufah, Baitul 
Maqdis, Baitul Laham (Bethelem), Darussalam (Yerussalem), artinya hasil 
karya Islam tersebut telah menjadi sejarah dunia. Sehingga sebagai 
generasi penerus senantiasa untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran 
Islam tentunya dalam kontek penataan ruang. Dimana yang telah di 
jelaskan dalam surah Al Furqan/ 25 : 48 - 49, yaitu : 
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                           
                       
               
Terjemahnya : 
“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 
kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat 
bersih agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar 
Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, 
binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak” (QS. Al Furqan/ 25 : 48 - 
49). 
Menurut tafsir Al - Misbah yang di percaya dalam kutipan ayat di atas 
mengatakan bahwa dan diantara bukti kekuasaan dan keesaan-Nya yang 
lain adalah  bahwa dia, yakni tuhanmu lah wahai Nabi Muhammad bukan 
selainnya yang mengirim angin guna menggiring awan sebagai pembawa 
kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni sebelum turunnya 
hujan; dan kami turunkan dari langit, yakni dari udara, air yang sangat 
suci, yakni amat bersih dan dapat digunakan untuk menyucikan, agar kami 
menghidupkan dengannya, yakni dengan air yang kami turunkan itu, 
negeri yang tanah gersang, yakni mati karena tanpa ditumbuhi sesuatu, dan 
agar kami memberi minum dengannya sebagian dari apa yang kami 
ciptakan yaitu binatang - binatang ternak dan manusia yang banyak. 
Pembangunan tata ruang setidaknya memperhatikan pula akan kondisi 
sosial masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku suatu 
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contoh : Pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan,misalnya 
alih fungsi lahan, serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai 
Islam misalnya : Merebaknya gemerlapan kehidupan kota yang tidak 
Islami dengan adanya beberapa tempat lokalisasi dengan fasilitas-fasilitas 
seperti itu suasana kota semakin buram, runyam karena telah keluar jauh 
sekali dari tatanan nilai-nilai islam. 
Dari paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan kota 
yang sebenarnya merusak moral bangsa, merusak kaidah islam, tunggu 
saatnya kehancuran dan bencana akan menanti. Suatu contoh yang pernah 
terjadi adalah sebagaimana Allah telah pernah menimpakan bencana 
kepada dua buah kota Zaman nabi Luth yaitu kota Sadum dan Gamuroh 
karena mereka melakukan Homo sexual (Liwath) demikian pula kota Aad 
dan Iram yang juga dihancurkan Allah karena penduduknya yang Zhalim 
dan melakukan maksiat. 
Suatu ketika kita akan melihat bencana dan kerusakan-kerusakan di 
suatu wilayah, daerah maupun kawasan yang telah ingkar apa yang 
diberikan Oleh Allah. Di Indonesia kita dapat melihat bencana yang terjadi 
selama ini merupakan bentuk dari peringatan Allah SWT kepada manusia 
untuk senantiasa menjaga lingkungan jangan ada yang mengekploitasi dan 
menyalahgunakannya contohnya bencana banjir, longsor, dan lain – lain. 
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2. Perdagangan Dalam Islam 
Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan 
dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha 
perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada 
aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim 
berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah 
SWT di dunia dan akhirat.  
Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling 
menukar. Al - Bai' arti nya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 
dengan sesuatu yang lainya) dan asy-Syira' artinya beli, adalah dua kata 
yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi sebenarnya berbeda. 
Sedangkan pengertian al-Bai' secara terminologi, para ahli fikih 
menyampaikan definisi perdagangan yang berbeda-beda antara lain 
sebagai berikut: 
a. Menurut ahli fikih. 
1) Madzhab Hanafiyah 
Perdagangan adalah : "Menukarkan harta dengan harta melalui tata 
cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan 
sesuatu yang lain melalui tatacara tertentu yang dapat dipahami 
sebagai al-Bai', seperti melalui ijab dan Ta'athi (saling 
menyerahkan)." 
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2) Imam Nawawi 
Menyampaikan definisi perdaganan sebagai berikut : 
"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan" 
3) Ibnu Qodamah 
Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan 
menyerahkan milik. 
4) Al-Qurthubi 
At-Tijarah merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar 
barang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang di bolehkan 
dan memiliki tujuan. 
Dimana di jelaskan di dalam surah Fathir/ 35:29  - 30 , yaitu  :  
                    
                         
                       
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka 
pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri” (QS. Fathir/ 35:29  - 30). 
Menurut tafsir Al - Misbah yang di percaya dalam kutipan ayat di atas 
mengatakan bahwa sesungguhnya orang - orang yang senantiasa membaca 
kitab Allah mengkaji dan mengalkan pesan - pesannya dan telah 
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melaksanakan shalat secara baik dan benar serta dan telah menafkahkan 
sebagian dari apa, yakni rezeki, yang kami anugerahkan kepada mereka, 
baik dengan cara rahasia, diam - diam, dan maupun secara terang - 
terangan, banyak jumlahnya atau sedikit, dalam keadaan mereka lapang 
atau sempit, mereka yang melakukan hal tersebut dengan tulus ikhlas 
mengharapkan perniagaan dengan allah yang hasilnya tidak pernah akan 
merugi. Mereka dengan amalan - amalan itu mengharap agar Allah 
menyempurnakan kepada mereka pahala dan manambah kepada mereka 
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha pengampun segala kekhilafan 
lagi maha mensyukuri segala ketaatan. 
Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan 
dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha 
perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada 
aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim 
berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah 
SWT di dunia dan akhirat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
113 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil keseluruhan analisis didalam kajian terkait struktur ruang 
kawasan perdagangan di Kota Makassar yang telah diuaraikan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam tinjauan Rencana Tata Ruang Kota Makassar yang mencakup 
rencana pola ruang dan struktur ruang, menetapkan bahwa Pusat Kota 
berada pada Hirarki I yang di prioritaskan pada pengembangan kawasan 
perdagangan terpadu yakni ada pada Kecamatan Wajo dan wilayah 
sekitaran yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Wajo, setelah 
dilakukan observasi atau kajian terhadap struktur ruang yang ada dengan 
rencana struktur ruang berdasarakan perhitungan dengan beberapa variabel 
hasil analisis bahwa struktur ruang yang ada mengalami arah pergesran 
struktur pada kawasan perdagangan, menetapkan bahwa Pusat I dengan 
hirarki sebagai Kawasan Perdagangan di Kecamatan Panakkukang, Pusat 
II dengan hirarki sebagai Kawasan Perdagangan di Kecamatan 
Biringkanaya dan Pusat III dengan hirarki sebagai Kawasan Perdagangan 
di Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalate 
2. Pada perwujudan struktur ruang kawasan perdagangan di Kota Makassar 
dapar dilihat dari bentuk ataupun type permodelannya yakni type Multi 
Nodal,  Permodelan seperti ini merupakan kesimpulan ataupun hasil dari 
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keterkaitan analisis skalogram dengan kondisi saat ini yang mana bahwa 
ketersediaan fasilitas-fasilitas baik itu sarana dan prasaran, infrastruktur 
dan aksesbiltas pada pusat memiliki nilai ataupun skoring tertinggi 
sehingga menjadikannya sebagai pusat dengan kriteria mampu melayani 
atau mencakupi untuk wilayah yang lainnya, adapun sub pusat ataupun 
sub-sub pusat merupakan wilayah yang memiliki nilai atau skoring 
dibawah dari nilai pusat sehingga hubungannya ke pusat secara langsung 
dan antar sub pusat saling terhubung dengan sub pusat lainnya. 
B. Saran 
Dari uraian kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran didalam 
tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Kawasan Minapolitan guna untuk 
pengembangan Kawasan Minapolitan, yakni : 
1. Pergeseran struktur ruang Kota Makassar terjadi karena adanya beberapa 
faktor pendukung, misalnya jumlah penduduk atau jumlah pendatang di 
Kota Makassar meningkat sehingga perlunya fasilitas-fasilitas didalam 
memenuhi kebutuhan dan meningkatnya pembangunan fisik seperti 
bangunan campuran yang memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya 
perdagangan serta banyaknya perubahan alih fungsi bangunan menjadi 
bangunan yang produktif. Sehingga perlu adanya pengendalian serta 
pemanfaatan fungsi bangunan atau fungsi kawasan berdasarkan hasil dari 
kebijakan RTRW maupun hasil dari analisis pada penelitian ini 
2. Wujud dari struktur ruang kawasan perdagangan adalah merupakan output 
dari implementasi kebijakan tata ruang suatu wilayah yang efektif maupun 
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efisien sehingga menghasilkan suatu perkembangan yang mampu untuk 
dikendalikan dan dimanfaatkan. Namun, perlu adanya pengendalian, 
pemanfaatn serta pemantauan atau observasi secara langsung terhadap 
perkembangan struktur ruang kawasan perdagangan agar mudah untuk 
dikontrol dan dievaluasi dan pentingnya akan ketegasan kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah Kota Makassar guna tercapainya perkembangan 
Kota yang berkembang secara baik, teratur, aman, nyaman, berkeadilan 
dan berkelanjutan. 
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